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ABSTRAK

Nama/NIM : Khairina/220102181
Fakultas/Prodi . Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul :Analisis Keabsahan Tanah Sengketa Melalui Hibah

(Studi kasus di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh)

Tebal Skripsi 79 halaman

Pembimbing | : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag

Pembimbing Il . Saifullah, Lc., MA.,Ph.D

Kata Kunci : Hibah, Kepemilikan Tanah, Keabsahan Hukum,

Sengketa, Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik kepemilikan tanah melalui hibah di Desa Lambaro Skep Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh masih dilakukan menggunakan surat keterangan
hibah yang dibuat oleh aparat desa tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) serta tanpa pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional. Praktik
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik
hibah tanah di Desa Lambaro Skep serta menganalisis keabsahannya menurut
hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode
mixed methods dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif dilakukan melalui statute approach dengan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan pendaftaran tanah, serta
melalui wawancara dan observasi. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan
penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah
di Desa Lambaro Skep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah
tanah di Desa Lambaro Skep dilakukan secara sederhana melalui surat hibah
yang dibuat oleh aparat desa tanpa menggunakan akta PPAT dan tanpa proses
pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, sekitar 10%
tanah yang dikuasai masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki sertifikat,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih sebagian
wilayah berada dalam status sengketa dengan pihak TNI. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa tanah hibah yang tidak memiliki sertifikat maka tidak
memiliki kekuatan hukum. Secara hukum Islam praktik hibah di desa Lambaro
Skep terhadap tanah yang tidak bersertifikat belum memenuhi ketentuan hukum
figh muamalah.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab. yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
. ) te
tidak tidak
: . (dengan
| Alf | dilamba | dilamba b ta’ T N
titik di
ngkan | ngkan
bawah)
zet
(dengan
@ Ba’ B Be L za z o
titik di
bawah)
koma
< T3’ T Te & ‘ain ‘ terbalik
(di atas)
es
, .| (dengan _
< Sa’ S L ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
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Ha’

ha
(dengan
titik di

bawah)

Qaf

Ki

Kha’

Kh

ka dan
ha

Kaf

Ka

Dal

De

Lam

El

Zal

zet
(dengan
titik di

atas)

Mim

Em

R&

Er

Nin

En

Zai

Zet

Wau

We

Stn

Es

Ha’

Ha

Syin

Sy

es dan

ye

Hamz
ah

Apostro
f

sad

es
(dengan
titik di

bawah)

Ya’

Ye

Dad

de
(dengan
titik di

bawah)
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
S fathah dan ya’ Ai adani
s fathah dan wau Au adanu
Contoh:
LS - kataba ds - -su'ila
TS - kaifa Jd»  -haula
Jas - fa‘ala S - Zukira
Lok - yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
DD fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
s kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JE  -gala O -rama
ds  -gila U - yaqiilu

4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ¢@’marbiitah ada dua:
a) Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
b) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbutah Yyang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
c) Kalau dengan Kkata vyang terakhir adalah ta’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
JUkYiy;  -raud ah al-agfal
- Raud atul atfal
$55ul Wil - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madiah Munawwarah
iall - alhah
5. Syaddah (Tasydzd)
Syaddah atau tasyd:d yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
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tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
&, - rabbana J3 - nazzala
53 - al-birr = - al-hajj
&5 - nut ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J' ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyabh.
a)  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

345 -ar-rajulu 3. - as-sayyidatu
Ol - asy-syamsu AQl - al-galamu
& -al-badi‘u &N - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
XV



Contoh:

O3a G - ta’ khuzina el - an-nau’
(o - syai’un &) - inna
& - umirtu K -akala

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
G500 58 5l a5 - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
- Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
S5l sL&HN 856 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal- mizan
JUh 28154 - Tbrahim al-Khald
- Ibrahimul Khalzl
b Wasal as il ol - Bismillahi majraha wa mursah
il za W e &5 - Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti
S all ¢ Wil ox - Man istatd ‘a ilahi sabila
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

U N %32y - Wa ma Muhammadun illa rasul
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Ul pm 5 =l 3 - Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
&gy, gl - lallazi bibakkata mubarakkan
Gl aa 35 o limay’es -Syahru  Ramadan  al-lazi  unzila  fih  al
Qur’anu
- Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
caall dﬂy L 815Nl - Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubm
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubni
G G o i dal - dlhamdu lillahi rabbi al-‘Glamm
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh:
Lo g 585 4 Gehlal = Nasrun minallahi wa fathun gartb
Gaea 5V - Lillahi al-amru jami ‘an
Al 05088y - Wallaha bikulli syai‘in “alim
10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
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3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Wawancara dengan geuchik Desa Lambaro Skep ..........c.c...... .. 99
Gambar 2. Wawancara dengan sekretaris Desa Lambaro Skep................... 99

Gambar 3. Wawancara dengan BPN Bagian Analisis Hukum Pertanahan 100
Gambar 4.Wawancara dengan Responden Penelitian (Masyarakat Desa
Lambaro SKEP) i ueeieiieieeie ettt s 100

XViii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing SKripSi........ccccooviininiiiiicicee, 88
Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian ............c.ccccoovviienenen, 89
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Bandan kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Banda ACEN ... 90
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat Kuta Alam..................... 91
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian dari BPN Kota Banda Aceh.................. 92
Lampiran 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak. .............ccocooeviniininiicee, 93
Lampiran 7 Surat KWITANST it 95
Lampiran 8 ProtoKOl VWaWANCAIA..........cccueiveerueiieiieerieaeesbn e seesineseeeeesseensens 96

XiX



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..ottt [
PENGESAHAN PEMBIMBING ......c.cccooiiiiiiice e, i
PENGESAHAN SIDANG.......cccoiiiiiiiiieierie et ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .................. iv
ABSTRAK ... bbb %
KATA PENGANTAR ..ottt ettt ettt Vi
TRANSLITERASIH ..ottt X
DAFTAR IS ..ottt sttt shan ettt te e anaeneanes XX
BAB SATU  PENDAHULUAN ..ottt 1
A. Latar Belakang Masalah............cccooviiiininiiniiice, 1
B. Rumusan Masalah.............cccovviniiiiinniicceee, 7
C. Tujuan Penelitian...........coooviiiiiieieie i 7
D. Kajian PUStaKa .........cceovveiiieieiiiiee e 8
E. Penjelasan IStilah ..., 10
F. Metode Penelitian ..........ccccecviiiiininiinienie e 12
1. Pendekatan Penelitian.............cccoovvieevviieiiieiniiennnn 12
2. Jenis Penefitian &....0.0. o b bl 14
3. SUMDEr DA .....coviereiirieiieeie e 15
4. Populasi dan Sampel.........cccoveiieiiiiiicee, 16
5. Teknik Pengumpulan Data .........c..cccccvvniniininnienenn, 18
6. Teknik Analisis Data..........coccoevereieneniniseeieienens 19
G. Sistematika Pembahasan ................ccoceveevviiniie e 22

BAB DUA ANALISIS KEABSAHAN KEPEMILIKAN TANAH
SENGKETA MELALUI HIBAH .........ccccooviiiieeeie, 23
A. Definisi Kepemilikan Tanah Menurut UUPA dan Hukum
e I e R 23

1. Pengertian Kepemilikan Tanah Menurut UUPA dan
Hukum Islam............ccooo e 23

2. Dasar Hukum Kepemilikan Tanah Dalam UUPA dan

Hukum Islam..........coooiiiiie e 26
3. Kriteria Kepemilikan Tanah ..............cccocooviieieenen, 27
4. Tata Cara Pengalihan Kepemilikan Tanah ................ 29
5. Syarat Sah Kepemilikan Tanah ..............ccccccevvenane. 30
B. Definisi Hibah Dalam UU dan Hukum Islam ............... 31
1. Pengertian Hibah Dalam UU dan Hukum Islam ....... 31
2. Dasar Hukum Hibah Dalam UU dan Hukum Islam..33
3. Kepemilikan Tanah Melalui Hibah ........................... 35
4. Kriteria Hibah .......ccocoooeiiiieee e 36
5. Tata Cara Dalam Pengalihan Harta Hibah ................ 38
6. Pencabutan Atau Pembatalan Hibah.............c.cccco.... 40

XX



7. Perbedaan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Hibah,

Warisan, dan Wagaf ..........ccccoooevenieiienii e 42

BAB TIGA  ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........ccooeivieiciiee e 51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Lamabaro Skep,

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.................. 51

B. Status Keabsahan Kepemilikan Tanah Sengketa Melalui
Hibah di Desa Lamabaro Skep, Kecamatan Kuta Alam,

Kota Banda ACEN .........coovviiiieiiee e 57

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan
Kepemilikan Tanah Sengketa melalui Hibah.............. 70
BAB EMPAT PENUTUP ..ot 77
AKESIMPUIAN ... 77
B.SAran ......cocooiiiii i 78
DAFTAR PUSTAKA ... oottt ie e sa e enae e sne b e snesneanaakneneeneenes 79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..ottt 87
LAMPIRAN ... L s 0= 88

XXi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memegang peranan fundamental sebagai aset vital yang
menopang kemakmuran, kesejahteraan dan eksistensi suatu bangsa. Nilai
ekonomisnya yang tinggi dan kemampuannya menghasilkan sumber daya alam
menjadikan tanah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Di
Indonesia, dasar kebijakan pertanahan diatur secara komprehensif dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA ini
berlandaskan ‘pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang
mengamanatkan perwujudan keadilan sosial bagi setiap individu dan masyarakat
dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam, khususnya tanah,
dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi hak
atas tanah.!

Hak atas tanah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan
kepada pemegang hak untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah tersebut.?
Hak atas tanah tidak sama dengan hak penggunaan tanah. Dalam konsepnya,
hak atas tanah terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak atas tanah primer dan hak
atas tanah sekunder. Hak atas tanah primer merupakan hak yang dapat dimiliki
atau dikuasai secara langsung oleh individu maupun badan hukum, bersifat
jangka panjang, dan dapat diwariskan. Sementara itu, hak atas tanah sekunder
hanya bersifat sementara, seperti hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang,

serta hak sewa atas tanah pertanian.®

! Twan Permadi and Irsyadul Muttaqin, “Potensi Sengketa Hak Atas Tanah Di

Indonesia”, vol. 9, no. 2 (2023), him 202.

2 Ni Nyoman Triana et al., “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh
Masyarakat,” Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2023): 13-19, him.

® Dina Catur Ayu Ningtyas, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi
Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA,” COURT REVIEW: Jurnal
Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 3, no. 01 (2023): 28-35, him 30
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Pada proses peralihan hak atas tanah, hibah merupakan salah satu cara
yang diakui keabsahannya, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.
Dalam ketentuan hukum agraria, pelaksanaan hibah harus dituangkan dalam
akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun dalam perspektif
hukum Islam, hibah dianggap sah selama dilakukan secara sukarela tanpa
adanya imbalan, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanah termasuk dalam
kategori benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 506. Dalam
rangka mengatasi berbagai persoalan dan kesenjangan di bidang pertanahan,
pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5
Tahun 1960. Pada Pasal 23 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa hak milik, beserta
setiap bentuk peralihan, hapusnya, maupun pembebanannya dengan hak lain,
wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19
UUPA. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki
peranan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas
tanah.*

Negara mengakui beberapa jenis hak atas tanah, antara lain hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak pengelolaan, yang
seluruhnya harus didaftarkan. Di antara berbagai jenis tersebut, hak milik
merupakan hak yang paling kuat dan bersifat penuh, sehingga dapat dialihkan
kepada pihak lain maupun diwariskan tanpa batas waktu, sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 UUPA.> Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi melalui

beberapa mekanisme, seperti pewarisan, jual beli, dan hibah. Di tengah praktik

* «“Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Presiden Republik Indonesia,”

® Marta Cristina, Hartana, “Persengketaan-Persengketaan Tanah Di Indonesia,” Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , VVol. 7, no. 3 (2019), him 74-75.



masyarakat, hibah merupakan salah satu bentuk peralihan yang cukup sering
dilakukan.®

Berdasarkan data Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik
Indonesia, perkara hibah menempati urutan ke-10 dari 28 jenis perkara gugatan
yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa hibah
merupakan salah satu perbuatan hukum yang cukup sering menimbulkan
sengketa. Sengketa hibah yang terjadi di kalangan umat Islam menjadi
kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.’

Berkaitan dengan sengketa hibah yang terjadi antara para pihak
beragama Islam, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
mengenai Peradilan Agama.®

Kondisi faktual yang terjadi di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, mencerminkan kompleksitas persoalan hukum dalam
peralihan hak atas tanah, khususnya melalui mekanisme hibah. Berdasarkan
hasil wawancara dan observasi awal, serta konfirmasi dari Sekretaris Desa
(Sekdes) Lambaro Skep, diketahui bahwa mayoritas warga di wilayah tersebut
memperoleh tanah melalui transaksi informal yang kemudian dituangkan dalam
bentuk surat hibah oleh aparat desa, khususnya Geuchik. Surat hibah tersebut
bukanlah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan tidak dicatatkan dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Meskipun
secara sosial dianggap sah, secara hukum formal dokumen ini tidak memiliki

kekuatan pembuktian yang kuat.

® Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, and Filshella Goldwen, “Peralihan Hak Milik Atas
Tanah Melalui Hibah Dalam Hukum Islam,” Serina Abdimas 1, no. 3 (2023), him 1090.

" Edward Renaldo, “Analisis Yuridis Pembatalan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang
Didasarkan Pada Tindakan Hibah Lisan,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023), him 5617.

® “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” .



Praktik ini tidak terlepas dari keterbatasan akses masyarakat terhadap
prosedur hukum formal seperti pencatatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara administratif dalam
peralihan hak atas tanah, baik melalui mekanisme jual beli maupun hibah.
Akibatnya, mereka cenderung menempuh cara informal, seperti meminta surat
keterangan dari kepala desa atau Geuchik sebagai dasar pengakuan kepemilikan.
Padahal, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, hibah baru dianggap sah apabila dinyatakan dalam akta autentik yang
dibuat oleh PPAT serta didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika diketahui bahwa tanah seluas
44 hektar yang dikuasai oleh masyarakat juga diklaim oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Klaim ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah tersebut
pernah digunakan sebagai tempat latihan menembak pada masa lalu. Namun,
pihak TNI tidak memiliki dokumen atau bukti hukum formal berupa sertifikat
atau akta kepemilikan yang sah. Di sisi lain, masyarakat Lambaro Skep juga
tidak memiliki bukti kuat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hanya
surat hibah lokal, yang mana warga tersebut masih menganggap tanah itu
sebagai tanah adat. Kondisi ini menciptakan konflik komplek yang berpotensi
mencuat sewaktu-waktu.

Pada tahun 1980 pernah dilakukan musyawarah antara warga dan pihak
TNI, namun tidak menghasilkan kesepakatan konkret. Tiga opsi yang
ditawarkan dalam musyawarah tersebut yaitu berupa: gugatan ke pengadilan,
pemberian ganti rugi, dan penguasaan kembali oleh warga Lambaro Skep.
Namun hal ini juga tidak dijalankan dengan tuntas oleh kedua belah pihak.
Akibatnya, hingga kini status hukum tanah tersebut masih mengambang.
Ketidakpastian ini menyebabkan kekhawatiran warga terhadap legalitas tanah
yang mereka tempati, terlebih lagi jika terjadi perubahan pemilik atau intervensi
pihak luar.



Untuk menjaga hak atas tanah dan mencegah konflik terbuka,
pemerintah desa dan warga akhirnya menerapkan sistem hibah antarwarga
sebagai bentuk legalitas alternatif. Dalam praktiknya, tanah yang diperoleh
melalui jual beli secara informal kemudian "dihibahkan" oleh penjual kepada
pembeli agar memiliki kekuatan hukum di mata masyarakat. Namun proses ini
tetap tidak dilakukan di hadapan notaris atau PPAT, serta tidak didaftarkan ke
kantor pertanahan. Dengan demikian, secara hukum formal, tanah tersebut
masih belum memiliki keabsahan penuh. Bahkan, praktik hibah dari desa ke
masyarakat ini seringkali tidak sah dikarenakan adanya pembayaran di
dalamnya, yang bertentangan dengan esensi hibah sebagai pemberian sukarela.

Maka dari itu untuk mendapatkan perlindungan hukum masyarakat
disana bersama Geuchik menginisiasikan pembeli tanah dengan operani
menghibahkan tanah kepada pembeli yang mana pembelinya warga setempat.
Bahkan jikapun, praktik hibah dari desa ke masyarakat tidak sah dikarenakan
adanya pembayaran didalam penghibahan tersebut.’

Dalam konteks hukum Islam, hibah didefinisikan dalam Pasal 171 ayat
(9) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai: “Hibah adalah pemberian suatu
benda yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
orang lain yang masih hidup agar dimiliki”. Tujuan hibah dalam KHI adalah
meningkatkan hubungan sosial.™

Dalam agama Islam, hibah telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-
Bagarah (2) ayat 177 sebagai berikut:

sl il Gl a Bl By okl 3 Al O a5 155 i G
G GShaally il A0 (o3 4 e el 57 Gl ol aulably el

% Observasi awal, “Wawancara Dengan Bapak Sekdes” (Desa Lambaro Skep,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 4 juni 2025).

9 Muhammad Zainuddin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami — Istri” 3,
no. 1 (2020), him 103.
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Artinya: Kebajikan itu bukanlah mengahadapkan wajahmu ke
arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang
beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak
yatim, orang-orang miskin, orang-orang Yyang dalam perjalanan
(musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang
melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati
janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan,
penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hibah
berlandaskan pada keikhlasan pihak pemberi kepada penerima. Pada prinsipnya,
hibah dapat dilakukan oleh siapa pun dan ditujukan kepada siapa saja tanpa
membedakan latar belakang ras, agama, maupun golongan.** Dalam konteks
pertanahan, peralihan hak melalui hibah dilakukan secara sukarela dengan
tujuan memindahkan kepemilikan. Namun apabila dalam pelaksanaannya hibah
disertai syarat tertentu atau adanya imbalan, maka perbuatan tersebut berpotensi
dinilai tidak sah menurut hukum.

Dalam  praktik hukum positif, termasuk dalam perjanjian hibah,
keberadaan bukti tertulis tetap diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
kepastian hukum bagi para pihak, terutama penerima hibah, agar memiliki dasar
yang jelas dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh

' Departemen Pendidikan Agama RI, “Al-Qur'an Pdf Terjemahan,” Komplek

Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018.

2 Tip Purwantini Jeane Mamont, “Studi Anotasi Putusan Pengadilan Agama Yang
Menolak Gugatan Pembatalan Hibah Karena Mengandung Kontra Prestasi,” Rahul Islam 2, no.
1 (2024), him 100-101.



melalui hibah.** Serta dalam hukum ekonomi syariah, hibah tidak boleh
memiliki unsur jual beli karena berisi akad yang bertentangan.** Penulis merasa
penting untuk meneliti keabsahan tanah sengketa melalui hibah di Desa
Lambaro Skep, terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah
dan hukum positif. Untuk itu, penelitian ini berjudul “Analisis Keabsahan
Tanah Sengketa melalui Hibah (Studi Kasus Desa Lambaro Skep,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah
Berdassrkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis

membuat beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kepemilikan tanah sengketa melalui Hibah di Desa
Lambaro Skep?

2. Bagaimana cara mengetahui status keabsahan kepemilikan tanah sengketa
melalui hibah menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UUPA?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kepemilikan tanah sengketa
melalui Hibah di Desa Lambaro Skep.

2. Untuk mengetahui bagaiamana status keabsahan kepemilikan tanah
sengketa melalui hibah menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan
UUPA.

13 Suwahyuwono, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA,” Lex Privatum , vol. 6, no. 3 (2018),hIm 69.

% Muhammad Lutfi, “Transaksi Hibah (Hadiah) dengan Kompensasi pada Masyarakat
Banjar”, Syariah Darussalam, vol. 8, no. 2 (2023), him. 11.



D. Kajian Pustaka
Pertama, Jurnal Jodelfia Topuh, Dkk (2025) Berjudul “Kedudukan Akta

Hibah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut KUH Perdata” Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasikan aturan hibah itu sendiri sebagai alat
bukti kepemilikan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hibah atas tanah
dipengadilan.® Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah jurnal
tersebut menekankan bahwa akta hibah yang dibuat olen PPAT merupakan bukti
kepemilikan yang sah dan menjadi dasar penyelesaian sengketa di pengadilan.
Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hibah tanah di Desa Lambaro Skep
yang hanya menggunakan surat keterangan dari Geuchik tanpa akta PPAT,
sehingga tidak tercatat secara resmi di BPN, kemudian dianalisis keabsahannya
menurut hukum ekonomi syariah.

Kedua, Muhammad Afrizal Pramudito, Gunawan Djayaputra (2023)
Berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Hibah Ditinjau
Berdasarkan Peraturan = Perundang-Undangan” Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulisan yang dilakukan
melalui kajian terhadap bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitis, di-mana penulis berupaya menggambarkan peralihan hibah yang tidak
didaftarkan di PPAT atau yang dikenal sebagai hibah secara lisan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.'® Perbedaan antara jurnal tersebut
dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut menilai hibah yang tidak melalui
akta PPAT sebagai tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penelitian ini melihat praktik hibah tanah di Desa Lambaro Skep

yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum positif, namun tetap diakui secara

> Jodelfia Topuh, Muhammad Hero Soepeno, and Meylan Masye Maramis4,
“Kedudukan Akta Hibah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Kuhperdata”, Jurnal
Fakultas Hukum , Vol. 15, No. 4 (2025).

1 Muhammad Afrizal Pramudito and Gunawan Djayaputra, “Tinjauan Yuridis
Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Hibah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan”, Vol. 6, No. 2 (2023).



sosial, lalu ditelaah dari sisi hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kekuatan
hukumnya.

Ketiga, skripsi yang di tulis Ahmad Fazri (2018), dengan judul
“Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Prespektif Figh Dan Kuh Perdata (Putusan
No. 132/Pdt/G/2010/Pn.Bb”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan, dengan jenis penelitian
yuridis normatif, yaitu menganalisis perbandingan antara fikih dan KUH
Perdata. Dalam konteks ini, perbandingan tersebut dilakukan karena masih
banyak masyarakat yang belum memahami bahwa akta hibah tanah memiliki
kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat
persamaan dan perbedaan antara fikin dan KUH Perdata. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kedudukan akta hibah tanah memiliki kepastian hukum,
mengingat tanah mempunyai nilai yang penting dalam kehidupan.'’Perbedaan
antara penelitian ini dengan proposal skripsi adalah proposal skripsi tersebut
menekankan perbandingan figh dengan KUH Perdata dalam melihat kedudukan
akta hibah. Sementara penelitian ini langsung mengkaji kasus nyata sengketa
tanah hibah di Desa Lambaro Skep, dengan menekankan ketidakjelasan status
hukum hibah karena tidak memenuhi syarat formal, lalu menganalisisnya dari
perspektif hukum ekonomi syariah.

Keempat, Novinna Maria Victorina Jacob, dkk (2023) “Kajian Yuridis
Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Ke Pemerintahan Desa Menurut Uu No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur
hibah tanah kepada pemerintah desa serta penyelesaian sengketa atas tanah
hibah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan tanah yang telah

dihibahkan sebagai aset desa sangat penting dilakukan untuk menjaga kekuatan

1" Ahmad Fazri, “Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Prespektif Figh Dan Kuh Perdata
(PUTUSAN NO. 132/PDT/G/2010/PN.BB),” no. 132 (2018).
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hukum dan melindungi kepemilikan yang sah. *® Perbedaan antara jurnal dengan
penelitian ini adalah jurnal tersebut membahas hibah tanah ke pemerintah desa
dan pentingnya pencatatan agar sah sebagai aset desa. Sedangkan penelitian ini
mengkaji hibah antarwarga yang terjadi di Desa Lambaro Skep, di mana
prosesnya hanya menggunakan surat hibah dari aparat desa, sehingga
menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan kepemilikan.

Kelima, Moch Igbal, Dkk (2023) “Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas
Tanah Melalui Hibah Secara Lisan” Hibah merupakan salah satu bentuk
peralihan hak atas tanah yang dapat diterima oleh setiap orang, sehingga setiap
pihak berpeluang memperoleh hak atas tanah melalui hibah. Pada dasarnya,
hibah adalah peralihan yang dilakukan secara sukarela dari pemberi kepada
penerima pada saat pemberi masih hidup. Tidak terpenuhinya persyaratan hibah,
seperti ketiadaan akta hibah, sering menimbulkan permasalahan, baik antara
pihak penerima maupun keluarga pemberi hibah.® Perbedaan antara jurnal
tersebut dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut menitikberatkan pada hibah
secara lisan yang dianggap tidak sah menurut hukum positif tetapi sah menurut
hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menyoroti hibah di Desa Lambaro Skep
yang dilakukan dengan surat sederhana namun tidak memenuhi syarat formil,
sehingga menimbulkan potensi sengketa kepemilikan tanah, lalu dianalisis dari
perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penjelasan Istilah
Untuk  menghindari  terjadinya  pembahasan yang  melebar,

kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul
tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pemahaman

tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

'8 Novinna Maria Victorina Jacob, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah
Ke Pemerintahan Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” , Jurnal Lex
Administratum, Vol. Xi, No. 3 (2023).

¥ Moch Igbal, Kristina Sulatri, and Humiati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas
Tanah Melalui Hibah Secara Lisan” , Jurnal limiah Hukum, Vol 5, No. 2 (2023).
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1. Keabsahan

Pengertian keabsahan merujuk pada adanya pengakuan terhadap
suatu hal yang dianggap benar, sah, dan memiliki kekuatan hukum.
Dalam bahasa Inggris, keabsahan dikenal dengan istilah validity dan
legality. Keabsahan mencerminkan Kkesesuaian suatu hal dengan
ketentuan hukum serta terbebas dari keraguan. Dalam konteks penulisan
ini, keabsahan berkaitan dengan proses pengujian terhadap bukti yang
harus memenuhi Kriteria memadai, kompeten, dan relevan. Suatu bukti
dapat dikatakan “cukup” apabila isi yang terkandung di dalamnya dinilai
telah memenunhi persyaratan untuk mendukung hasil pemeriksaan.?

2. Tanah Sengketa

Perselisihan terkait lahan sering kali dinamakan sengketa tanah
atau juga disebut dengan land dispute, bisa dipahami sebagai sebuah
keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara beberapa
pihak, yang mana inti masalahnya adalah hak kepemilikan atas tanah.
Penerapan hak serta tanggung jawab dalam suatu relasi yang diatur oleh
hukum adalah pemicu utama munculnya konflik hukum mengenai tanah.
Lazimnya, sengketa tanah muncul akibat adanya keluhan dari seseorang
yang merasa hak-haknya dilanggar dan diambil secara tidak sah, yang
membuatnya merasa dirugikan. Oleh sebab itu, jika tidak ada kemauan
baik untuk mencapai solusi bersama, maka individu tersebut berhak
untuk mengambil langkah hukum guna menyelesaikan sengketa

tersebut.?*

% Liga Sabina Luntungan, “Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan
Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana,” Lex Crimen |1, no. 2 (2013), him 134.

?! Lala Anugerah Betania Pricilia, Dapu Marannu Dapu, And Lawotjo Susan, “Analisis
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Tinjau Dari
Undangundang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Fakultas Hukum 12, No. 3
(2024), him 3.
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Hibah

Kata hibah berasal dari bentuk mashdar wahaba yang berarti
pemberian. Dalam kitab Figh as-Sunnah, Sayyid Sabig menjelaskan
bahwa istilah hibah berkaitan dengan kata ar-rih yang menggambarkan
“berlalunya angin”. la juga menyatakan bahwa hibah merupakan
pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan manfaat
kepada orang lain, baik berupa harta maupun selainnya. Dalam hukum
syariah, hibah dipahami sebagai suatu perjanjian di mana seseorang
menyerahkan hak milik atas hartanya kepada pihak lain ketika masih
hidup tanpa adanya imbalan. Dengan demikian, hibah merujuk pada
pemberian kepada pihak lain, baik dalam bentuk harta maupun bentuk

lainnya.*?

F. Metode Penelitian

1.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach), yaitu dengan menelaah serta mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang
berkaitan dengan hibah tanah. Pendekatan ini memandang hukum
sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup dengan beberapa
karakteristik, yaitu menyeluruh (comprehensive), yang berarti norma-
norma hukum saling berkaitan secara logis; memadai (all-inclusive),
yakni dianggap mampu mencakup berbagai persoalan hukum; serta
sistematis (systematic), yaitu tersusun secara teratur dan runtut.?®

Dalam penelitian ini, pendekatan statute approach difokuskan
pada dua sumber utama, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum positif yang mengatur hak

him 194.

hlm 56.

?2 Lisdaleni and Muyasaroh, “Pranata Hukum Hibah,” Relasi Publik 1, no. 4 (2023),

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
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milik beserta peralihannya, termasuk melalui hibah sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 UUPA, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya
Pasal 171 ayat (9) yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu
benda secara sukarela tanpa imbalan. Melalui pendekatan tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan hibah tanah menurut
hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji sejauh mana ketentuan
tersebut memberikan kepastian hukum terhadap praktik hibah tanah di
Desa Lambaro Skep.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum
empiris atau yuridis empiris. Pendekatan ini tidak hanya menelaah
norma atau ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji
kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya
menemukan fakta-fakta empiris melalui perilaku masyarakat, baik yang
diperoleh dari wawancara maupun dari pengamatan langsung terhadap
praktik hukum di lapangan. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis
untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat
ditemukan penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan
untuk menelaah secara langsung praktik hibah tanah yang terjadi di Desa
Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pada
umumnya, masyarakat setempat melakukan hibah tanah melalui surat
keterangan hibah yang dibuat oleh aparat desa, tanpa melibatkan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tanpa didaftarkan secara resmi di
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui wawancara dengan
perangkat desa (Geuchik dan Sekretaris Desa) serta masyarakat, dan juga
melalui observasi lapangan, penelitian ini berusaha menemukan fakta
empiris mengenai pemahaman masyarakat terhadap hibah serta
bagaimana praktik hibah tersebut dipandang sah secara sosial, meskipun

secara hukum formal tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
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oleh UUPA dan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan yuridis
empiris ini memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan antara
aturan hukum dengan praktik di masyarakat serta menjadi dasar analisis
mengenai keabsahan hibah tanah dalam penelitian ini.**

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kombinasi

(mixed methods), yaitu pendekatan yang menggabungkan penelitian
kualitatif dan kuantitatif dalam satu rangkaian. Creswell menyatakan
bahwa metode ini merupakan pendekatan yang memadukan kedua
metode tersebut dalam satu penelitian.® Sejalan dengan itu, Sugiyono
menjelaskan  bahwa mixed methods adalah metode yang
mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan,
sehingga mampu menghasilkan data yang lebih lengkap, valid, reliabel,
dan objektif.?°

Penggunaan jenis penelitian ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa
permasalahan keabsahan kepemilikan tanah sengketa melalui hibah tidak
dapat hanya dijawab melalui pendekatan tunggal. Di satu sisi, penelitian
ini memerlukan analisis normatif dengan menelaah peraturan perundang-
undangan, hukum Islam, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan
hibah tanah. Di sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pemahaman
empiris mengenai bagaimana praktik hibah tanah berlangsung di
masyarakat serta bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan hukum
yang timbul ketika terjadi sengketa.

* Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, Edisi | (2020),
him 27-28.

2> John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif. Kuantitatif Dan Mixed,
111 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him 5.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta,
2018), him 404.
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Dengan demikian, penggunaan penelitian kombinasi (mixed methods)
dianggap relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan
menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya memotret aturan normatif, tetapi
juga menggambarkan fakta empiris yang terjadi di Desa Lembaru Skep,
Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, hasil
penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara lebih lengkap
keabsahan kepemilikan tanah sengketa melalui hibah dalam perspektif
hukum positif dan praktik sosial masyarakat.

3.  Sumber Data
a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di
lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan. Data ini
bersumber dari informan, yaitu individu atau perseorangan, yang
diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.?” Data
primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
informasi langsung dari hasil wawancara dengan perangkat desa
(Geuchik dan Sekdes), dan warga setempat.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
melalui perantara. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber,
seperti dokumen, catatan, buku, jurnal, maupun laporan historis yang
telah tersusun dalam bentuk arsip atau data dokumenter.?®

4. Populasi dan Sampel
a. Populasi Sampel

" lnayah Mawaddah Inadjo, Benedicta J Mokalu, and Nicolaas Kandowangko,
“Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1
Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” Journal llmiah Society , Vol 2, No. 4 (2022), him 2.

8 Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, “Analisis Pengaruh
Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa”, Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Vol. 1,
no. 1 (2023), him 6.
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Menurut Sugiyono (2011, him. 117), populasi diartikan sebagai
keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu
yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan dijadikan dasar
dalam penarikan kesimpulan.? Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang memiliki tanah yang menjadi objek sengketa akibat
peralihan melalui hibah di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh yang menjadi responden penelitian.

Populasi- penelitian ini ditetapkan sebanyak 20 orang, Yyaitu
masyarakat yang memiliki tanah yang sedang atau pernah mengalami
sengketa akibat hibah di lokasi penelitian. Penetapan jumlah populasi
tersebut didasarkan pada data yang diperoleh peneliti di lapangan
sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah nonprobability sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang
tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota
populasi untuk dijadikan sampel penelitian.*

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling yang merupakan cara menentukan sampel
dengan memilih subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu
yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam teknik ini, peneliti secara
sengaja menentukan sampel yang dianggap paling sesuai dengan
tujuan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan secara subjektif dengan
mempertimbangkan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki informasi

yang relevan dan mampu memberikan data yang dibutuhkan. Dengan

?® Nidia Suriani, Risnita, and M.Syahran Jailani, “Konsep Populasi Dan Sampling Serta
Pemilihan Partisipan Ditinjau,” Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023), him 27.
* Ibid, him 30
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demikian, sampel yang dipilih adalah individu atau kelompok yang
memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.®
Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.** Dalam penelitian
ini, teknik yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah
responden sebanyak 20 orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan
sesuai kebutuhan penelitian.
1. Sampel (kuantitatif)

Sampel kuantitatif dalam penelitian ini_adalah 20 orang
responden yang diberikan kuesioner penelitian mengenai praktik
hibah tanah dan sengketa kepemilikan tanah di Desa Lambaro Skep
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pemilihan responden dilakukan berdasarkan pertimbangan
bahwa responden tersebut memenuhi kriteria penelitian dan memiliki
informasi yang relevan dengan objek penelitian.

2. Subjek Penelitian/Informan (Kualitatif)

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan
berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu dipilih karena dianggap
mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Peneliti dapat
menambah jumlah informan apabila data yang diperoleh belum
memadai, dan menghentikan pengumpulan data ketika informasi yang
dibutuhkan telah dianggap cukup.

3! Asrullah et al., “Populasi Dan Sampling ( Kuantitatif ), Serta Pemilihan Informan
Kunci ( Kualitatif ) Dalam Pendekatan Praktis,” Jurnal Pendidikan Tambasui 7, no. 2 (2023),
him 26326-29.

%2 Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw, And J L A Tampenawas, “Pengaruh Citra Merek,
Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce
Tokopedia Di Kota Manado,” Jurnal Emba 9, No. 2 (2021), him 667.
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Adapun informan penelitian meliputi:

a. Aparatur gampong, seperti keuchik dan sekretaris desa, yang
mengetahui administrasi pertanahan serta proses penyelesaian
permasalahan hibah tanah,

b. Masyarakat yang memiliki tanah yang menjadi objek sengketa
akibat klaim pihak lain yang mengharuskan pihak aparatut
mengeluarkan surat keterangan pengalihan hibah,

c. Pihak lain yang memiliki informasi yang relevan dengan objek
penelitian.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal
penelitian, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan
sampai informasi yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ditemukan
informasi baru (data jenuh/saturation).

Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Meminta persetujuan (informed consent) dari responden
sebelum dilakukan wawancara,

b. Menjaga kerahasiaan identitas responden,

c. Menggunakan dokumen yang berkaitan dengan penelitian
dengan izin pihak terkait,

d. Menjelaskan kepada responden bahwa mereka memiliki
kebebasan untuk menolak menjawab pertanyaan apabila merasa
keberatan.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang melibatkan pengamatan terhadap

kondisi, objek, atau kejadian. Hasil dari pengamatan dicatat dengan
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rinci dalam laporan. Tujuan observasi adalah untuk merasakan dan
memahami fenomena, serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan
untuk penelitian lebih lanjut.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau
lebih yang dilakukan secara lisan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan tujuan tertentu, di mana pewawancara berupaya
memperoleh informasi dari narasumber.®
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan serta penyediaan
berbagai dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat yang
diperoleh melalui pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu,
dokumentasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencatat dan
mengelompokkan informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan,
foto atau gambar, serta video. Untuk menyimpan dan mengelola
informasi tersebut, diperlukan suatu media atau tempat yang dapat
digunakan sebagai sarana penyimpanan dokumen secara sistematis.*
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah
proses pengumpulan data untuk diolah hingga menghasilkan kesimpulan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari, mengelola, dan menyusun data

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lain

33 putri Adinda Pratiwi, Pratiwi, Putri Adinda Mashalani, Fahima Hafizhah, Maulia
Batrisyia, Azra., “Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL,”
Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 2, no. 1 (2024), him 135.

% Ayu Wulandari et al., “Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan
Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang
Improving Resource Inteviewing Skills Through Students * Resource Interviewing Techniques
Journalistic Training SMA 02 Masehi PSAK Semarang,”, Ilmu Komunikasi, Sosial dan
Humaniora, Vol 2, no. 3 (2024), him 207.

% Hajar Hasan et al., “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada
Stmik Tidore Mandiri”, Sistem Informasi dan Komputer , Vol. 2, No. 1 (2022), him 23.
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secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat disajikan kepada pihak
lain. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu
mengorganisasikan data, mengelompokkan ke dalam unit analisis,
melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data yang relevan, serta
menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut.*

Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana
diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam
menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari dua jenis,
yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif adalah
catatan yang bersifat faktual, berisi apa yang dilihat, didengar, dan
dialami secara langsung oleh peneliti tanpa adanya penilaian atau
penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi. Sementara itu, catatan
reflektif berisi pemikiran peneliti berupa kesan, komentar, pendapat,
serta penafsiran terhadap temuan yang diperoleh di lapangan. Catatan
ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merencanakan langkah
pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

b. Data Condensation (Kondensasi Data)

Menurut Miles dan Huberman (2014), kondensasi data adalah
proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan,
mengabstraksi, serta mengubah data yang berasal dari catatan
lapangan maupun transkrip penelitian. Setelah data terkumpul,
langkah berikutnya adalah melakukan kondensasi dengan menyeleksi
informasi yang relevan dan bermakna, serta memfokuskan pada data

yang dapat mendukung pemecahan masalah, menemukan temuan,

% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), him 121.
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memahami fenomena, dan menjawab pertanyaan penelitian.
Selanjutnya, data disederhanakan dan disusun secara sistematis
sehingga dapat menampilkan pokok-pokok penting dari hasil temuan
beserta makna yang terkandung di dalamnya.

c. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti
uraian naratif, kata-kata, gambar, grafik, maupun tabel. Tujuan utama
penyajian data adalah untuk mengorganisasikan informasi agar dapat
menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas dan sistematis. Oleh
karena itu, agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami
informasi, baik secara keseluruhan maupun pada bagian tertentu, data
perlu disusun dalam bentuk narasi, matriks, atau grafik guna
mempermudah proses pemahaman.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama
proses penelitian berlangsung, sejalan dengan tahapan kondensasi
data. Setelah data terkumpul dalam jumlah yang memadai, peneliti
dapat menyusun kesimpulan sementara, sedangkan kesimpulan akhir
diperoleh setelah seluruh data terkumpul secara lengkap. Kesimpulan
yang dihasilkan pada tahap awal umumnya masih bersifat sementara,
belum pasti, dan berpotensi mengalami perubahan. Seiring dengan
bertambahnya data yang diperolen melalui wawancara, observasi,
maupun sumber lainnya, kesimpulan tersebut perlu terus dikaji,
diklarifikasi, dan diverifikasi agar menghasilkan temuan yang lebih
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang terkumpul kemudian diorganisasi menjadi unit-unit
informasi yang membentuk Kkategori-kategori, dengan tetap berpegang
pada prinsip holistik dan bisa ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data

yang dirasakan mirip dikelompokkan dalam satu kategori, sehingga
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membuka kemungkinan untuk terciptanya kategori baru dari yang sudah
ada.’’

Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan,

penulis paparkan secara global setiap bab yang meliputi sub bab antara lain
sebagai berikut:

Bab Satu berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelsan istilah, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas Analisi Keabsahan Kepemilikan Tanah
Sengketa Melalui Hibah Berisi Uraian Tentang Definisi Kepemilikan Tanah
Menurut UUPA dan Hukum Islam, Definisi Hibah Dalam UU Dan Hukum
Islam , dan Konsep Sertifikasi

Bab Tiga menguraikan hasil penelitian berupa status keabsahan
kepemilikan tanah sengketa melalui hibah di Desa Lambaro Skep,
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah keabsahan kepemilikan tanah sengketa
melalui hibah tanah di Desa Lambaro Skep, dan pembahasan.

Bab Empat terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
merangkum jawaban atas ketiga rumusan masalah. Selain itu, disampaikan
pula saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, aparat desa, dan pihak
terkait agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah, serta
pentingnya penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah dan hukum
yang berlaku.

%" Sirajuddin Saleh, Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula

(Sulawesi Selatan: Agma (Anggota Ikapi No 054/Ssl/2023), 2023), him 109-112.



BAB DUA
ANALISIS KEABSAHAN KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA
MELALUI HIBAH

A. Definisi Kepemilikan Tanah Menurut UUPA dan Hukum Islam
Kepemilikan tanah menjadi hal yang penting dalam kehidupan
masyarakat karena memiliki nilai ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Dalam
hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kepemilikan tanah ditegaskan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria
nasional. Di sisi lain, dalam hukum Islam, kepemilikan tanah juga memiliki
landasan dan ketentuan tersendiri yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta
pendapat para ulama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep
kepemilikan tanah menurut UUPA dan hukum Islam penting untuk melihat
persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.
1. Pengertian Kepemilikan Tanah Menurut UUPA dan Hukum Islam

"Kepemilikan" diambil dari istilah "milik", yang merujuk pada
pendapatan individu yang memiliki hak untuk menyewakan aset yang
dimiliki oleh orang lain dan selalu memiliki tanggung jawab terhadap pihak
yang menguasainya.®® Kepemilikan tanah dalam UUPA dapat dipahami
sebagai hak atas tanah, yaitu hak untuk menguasai tanah yang diberikan oleh
negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun badan hukum, baik
WNI maupun WNA. Pemegang hak tersebut memiliki kewenangan untuk
menggunakan serta mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya.

Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan berbagai jenis
hak atas tanah yang dapat dimiliki atau diberikan kepada perseorangan
maupun badan hukum yang memenuhi syarat tertentu. Kewenangan ini
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa berdasarkan hak

% Asep Riyadi, “Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria Dan Hukum
Ekonomi Syariah,” Riesyha 1, no. 2 (2023), him 76.
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menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan adanya
berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada individu, baik secara perseorangan maupun bersama-sama,
serta kepada badan hukum. Adapun mengenai jenis-jenis hak atas tanah, hal
tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menyebutkan
bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
meliputi:

1. hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai;
hak sewa;
hak membuka tanah;
hak memungut hasil hutan;

© N o g s~ w0 D

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut yang akan
ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang bersifat
sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53.*

Seseorang dapat saja hanya memiliki penguasaan secara hukum
tanpa menguasai tanah tersebut secara fisik. Penguasaan hukum mengacu
pada hak untuk menguasai tanah yang secara fisik seharusnya dikuasai,
meskipun dalam praktiknya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain.
Sebagai contoh, kreditor yang memiliki hak jaminan atas tanah mempunyai
penguasaan secara hukum, sedangkan penguasaan fisik atas tanah tersebut

tetap berada pada pemiliknya.*

% Muhammad Faniawan Arsiansyah, “Artikel DJKN,” Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, no. 2 (2023): 4-7,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15931/Mengukur-Manfaat-dan-Biaya-dari-
Pengembangan-Ibukota-Baru.html.

% Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indoensia,
Hukum Adat Dan Hukum Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam
21, no. 1 (2018), him 105-106.
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Menurut para ahli hukum Islam, kepemilikan adalah hak hukum atas
suatu benda yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk
memanfaatkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Islam mengajarkan bahwa manusia hanya dapat memiliki harta
dengan izin dari Sang Pencipta, dan bahwa segalanya adalah milik Tuhan.
Pengelolaan kekayaan oleh manusia harus sejalan dengan petunjuk Tuhan
dan tujuan yang diajarkan oleh agama. Sesuai firman Allah SWT:

o0 08 e a0 Pl e (oA Tl e m ¥ ) Bl

Artinya : Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di
antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu. (Qs. Al-Maldah:17).

Dalam pandangan Islam, Allah SWT adalah pencipta, pengatur,
sekaligus pemilik seluruh yang ada di dunia. Konsep kepemilikan dalam
Islam berkaitan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang
bertanggung jawab menjaga kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam
Q.S. Al-Ma’idah ayat 17, Allah memiliki kekuasaan atas langit, bumi, dan
segala sesuatu di antara keduanya. Kepemilikan dalam Islam hanya dapat
diperoleh apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan
sebagai berikut:

a. Harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga
kepemilikan manusia bersifat relatif. Hal ini ditegaskan dalam Al-
Qur’an Surat Ali Imran ayat 189 yang menyatakan bahwa Allah
adalah pemilik segala sesuatu secara mutlak.

b. Pembatasan terhadap hak milik individu tidak dimaksudkan untuk
menghilangkan keinginan manusia terhadap kekayaan, melainkan
untuk mengarahkan agar kekayaan digunakan sebagai sarana dalam
menjalankan peran sebagai khalifah serta mencapai kesejahteraan

dunia dan akhirat.
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c. Dalam pemanfaatan harta, Islam mengajarkan bahwa rezeki yang
diberikan oleh Allah harus digunakan untuk kepentingan ibadah,
seperti shalat dan zakat, sehingga kepemilikan harta memiliki nilai
spiritual.

d. Islam menetapkan adanya keseimbangan antara kebebasan individu
dan tanggung jawab sosial, yaitu dengan mewajibkan sebagian harta
untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bentuk
kepedulian sosial.

Menurut Abdul Rahman Al-Maliki, terdapat beberapa cara
memperoleh kepemilikan tanah dalam Islam, yaitu melalui jual beli,
warisan, hibah, menghidupkan tanah mati, penguasaan, serta pemberian dari
pemerintah. Cara-cara seperti jual beli, warisan, dan hibah telah umum
dikenal dalam praktik. Adapun menghidupkan tanah mati, misalnya dengan
mengolah atau membangun di atasnya. Apabila tidak, maka tanah tersebut
sebaiknya tetap dijaga dan tidak dibiarkan terlantar. Hal ini menunjukkan
bahwa penguasaan tanah yang tidak dimanfaatkan dapat merugikan
masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan agar tanah dapat digunakan
secara optimal dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.*!

2. Dasar Hukum Kepemilikan Tanah Dalam UUPA dan Hukum Islam

Kepemilikan tanah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut
menyatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.*” UUPA juga mengatur berbagai hak

atas tanah, termasuk hak milik yang merupakan hak paling kuat dan penuh,

* Riyadi, “Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria Dan Hukum Ekonomi
Syariah.”, hIm 79-81

*2 “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Presiden Republik Indonesia,.”
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serta dapat diwariskan maupun dialihkan kepada pihak lain. Kepastian hukum
dalam kepemilikan tanah diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran tanah
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23.*

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan (al-milk) berpijak
pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam
semesta, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 17: “Milik
Allah-lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu.”** Manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah
untuk mengelola harta sesuai syariat. Oleh karena itu, kepemilikan tanah
dalam Islam diakui sepanjang diperoleh dengan cara yang sah menurut
syariat, seperti jual beli, warisan, hibah, atau menghidupkan tanah mati (ihya’
al-mawat).*® Hadis Nabi SAW menegaskan:

(o AT L Bie (48 4]

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu
menjadi miliknya.” (HR. Muslim).*

3. Kriteria Kepemilikan Tanah

a. Kepemilikan yang sah menurut hukum positif (UUPA)
Kepemilikan tanah harus didukung oleh hak yang diakui oleh negara, seperti
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, yang
diperoleh melalui prosedur yang sah dan kemudian didaftarkan pada Badan
Pertanahan Nasional (BPN).*

b. Kepemilikan yang diperoleh melalui prosedur formal

*# “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997)
Tentang Pendaftaran Tanah,” Pasal 37 Ayat (1).

# «“Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, Al-
Maidah:17.

*> Abdul Rahman al-Maliki, Sistem Kepemilikan dalam Islam (Jakarta:
Gema Insani, 2001), him. 45.

*® Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musagah, no. 1552.

" pasal 16 Ayat (1), “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”
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Setiap bentuk peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, maupun
warisan, harus dibuat dalam akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) serta didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna
memberikan kepastian hukum.*®

c. Kepemilikan yang tidak menimbulkan sengketa
Tanah yang dimiliki tidak sedang dalam perkara di pengadilan, tidak digugat
oleh pihak lain, serta tidak berada dalam status tumpang tindih hak dengan
pihak ketiga.*®

d. Kepemilikan berdasarkan prinsip kemanfaatan sosial
Dalam hukum agraria di Indonesia, tanah memiliki fungsi sosial, sehingga
setiap bentuk kepemilikan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang
atau disalahgunakan, melainkan harus memberi manfaat bagi pemilik
maupun masyarakat luas.*

e. Kepemilikan yang sah menurut hukum Islam
Menurut syariah, kepemilikan tanah diperoleh melalui cara-cara yang
dibenarkan, seperti jual beli yang sah, warisan, hibah, menghidupkan tanah
mati (ihya’ al-mawat). Semua bentuk kepemilikan tersebut harus dilakukan
secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak melanggar prinsip syariah.>*

*® pasal 37 Ayat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”

* Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2023,”

%0 pasal 6, “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria Presiden Republik Indonesia,.”

L Admin, “Menghidupkan Tanah Mati Untuk Kesejahteraan Petani: Belajar Dari
Sejarah Nabi Muhammad SAW,” Serikat Petani Indonesia, 2013,
https://spi.or.id/menghidupkan-tanah-mati-untuk-kesejahteraan-petani-belajar-dari-sejarah-nabi-
muhammad-saw/.
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4. Tata Cara Pengalihan Kepemilikan Tanah
Pengalihan kepemilikan tanah merupakan proses perpindahan hak atas

tanah dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.. Dalam hukum positif Indonesia maupun
hukum Islam, tata cara pengalihan memiliki ketentuan masing-masing.

a. Menurut Hukum Positif (UUPA dan Peraturan Perundang-undangan)
Setiap peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah,
warisan, maupun pemasukan ke dalam perusahaan, harus dibuat dalam
bentuk akta autentik yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).>

b. Pendaftaran ke BPN Setelah akta ditandatangani, PPAT wajib melakukan
pendaftaran peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dicatat
dalam buku tanah serta diterbitkan sertifikat baru atas nama pemilik yang
baru.*®

c. Pelunasan kewajiban pajak dalam setiap peralihan hak atas tanah, para pihak
wajib melunasi Pajak Penghasilan (PPh) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu sebelum proses pendaftaran
dilakukan.>

d. Tidak dalam sengketa tanah yang dialihkan tidak boleh dalam status
sengketa atau dalam jaminan hak tanggungan tanpa seizin pihak terkait

(misalnya bank pemberi kredit).

%2 pasal 37 Avyat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”

%3 Pasal 23 Ayat (1), “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”

> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan,” 2013, 12-26.
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e. Menurut Hukum Islam

1) Dilakukan dengan ridha dan sukarela pengalihan kepemilikan tanah harus
didasari kerelaan pihak pemberi dan penerima, tanpa adanya paksaan atau
penipuan.

2) Cara-cara yang sah menurut syariah pengalihan dapat dilakukan melalui jual
beli yang sah, hibah, warisan, atau ihya’ al-mawat (menghidupkan tanah
mati).>

3) Adanya ijab dan gabul dalam figih muamalah, pengalihan kepemilikan harus
diucapkan secara jelas (akad), baik secara lisan maupun tertulis.

4) Disertai saksi atau bukti meskipun dalam figih hibah tidak wajib dengan
akta, namun keberadaan saksi dan bukti tertulis dianjurkan untuk

menghindari sengketa di kemudian hari.

5. Syarat Sah Kepemilikan Tanah
a. Kepemilikan Sah Menurut Hukum Positif (UUPA). Kepemilikan tanah

hanya diakui apabila pemiliknya memiliki hak yang sah sesuai ketentuan
UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai,
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 UUPA.>®

b. Adanya pendaftaran tanah, setiap hak atas tanah wajib didaftarkan pada
Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memberikan kepastian hukum serta
perlindungan bagi pemegang hak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23
ayat (1) UUPA dan Pasal 19 UUPA.. >’

c. Peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, hibah, tukar-menukar,

maupun bentuk perbuatan hukum lainnya, hanya dapat dinyatakan sah

% Admin, “Menghidupkan Tanah Mati Untuk Kesejahteraan Petani: Belajar Dari
Sejarah Nabi Muhammad SAW.”

* pasal 16 Ayat (1), “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”

> pasal 23 Ayat (1) Jo, “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”
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apabila dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang.>®

d. Tidak Dalam Sengketa atau Beban Hak Lain Tanah yang dimiliki harus
bebas dari sengketa, tidak dalam perkara hukum, serta tidak sedang
dijaminkan dengan hak tanggungan kecuali dengan persetujuan pihak yang
berwenang.

e. Fungsi Sosial Tanah Kepemilikan tanah tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi
oleh fungsi sosial. Pemilik wajib menggunakan tanahnya untuk kemakmuran
bersama dan tidak boleh merugikan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 6 UUPA.*

f. Kriteria Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Islam dalam hukum Islam,
kepemilikan tanah hanya sah apabila diperoleh melalui cara yang dibenarkan
syariah, seperti jual beli yang sah, warisan, hibah, ihya’ al-mawat
(menghidupkan tanah mati), atau pemberian dari pemerintah. Semua
pengalihan tersebut harus dilakukan dengan ridha, tanpa paksaan, serta
sesuai dengan akad yang sah.®

B. Definisi Hibah Dalam UU dan Hukum Islam
1. Pengertian Hibah Dalam UU dan Hukum Islam

Dalam KUHPerdata Buku 1l Bab X, khususnya Pasal 1666, hibah
(schenking) dijelaskan sebagai suatu perjanjian di mana penghibah dengan
cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, semasa hidupnya menyerahkan
suatu benda untuk kepentingan penerima hibah yang menerimanya. Istilah
“di waktu hidupnya” menunjukkan bahwa hibah dilakukan saat penghibah
masih hidup, yang membedakannya dari pemberian melalui surat wasiat

(testament) yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan masih

%8pasal 37 Ayat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”

> pasal 6, “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria Presiden Republik Indonesia,.”

% Admin, “Menghidupkan Tanah Mati Untuk Kesejahteraan Petani: Belajar Dari
Sejarah Nabi Muhammad SAW.”
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dapat diubah atau dicabut selama pewaris hidup. Pemberian dalam bentuk
wasiat tersebut dalam KUHPerdata disebut legat (hibah wasiat) yang
termasuk dalam hukum waris, sehingga hibah biasa tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak oleh penghibah.®

Selanjutnya dalam Pasal 1667 KUHPerdata disebutkan bahwa
hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada. Apabila objek
hibah berupa barang yang belum ada atau baru akan ada di kemudian hari,
maka perjanjian hibah tersebut tidak dianggap sah. Hibah sendiri termasuk
perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban
pada satu pihak saja dan bersifat tidak dapat ditarik kembali.®?

Dalam fikih, hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah yang berarti
pemberian atau hadiah. Dalam pengertian istilah, hibah dipahami sebagai
pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk pendekatan diri
kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Dalam pandangan ulama
mazhab Hanbali, hibah juga dimaknai sebagai pengalihan kepemilikan harta
kepada pihak lain yang memberikan hak kepada penerima untuk mengelola
harta tersebut, baik benda tertentu maupun tidak, dengan syarat objeknya
1sas (ada) dan dapat diserahkan, serta dilakukan ketika pemberi masih
hidup tanpa tuntutan balasan.

Pada Pasal 171 huruf g Bab | Ketentuan Umum Kompilasi Hukum
Islam (KHI), hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda yang dilakukan
secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih
hidup untuk dimiliki. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hibah

merupakan perbuatan hukum yang menekankan unsur kerelaan, dilakukan

®1 Apri Rotin Djusfi and Jumadi Winata, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal lus Civile 2, no. 2 (2018), 113.

%2 Kevin Kurniawan and Hanafi Tanawijaya, “Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas
Tanah Dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor:
236/Pdt/G/2022/PN. Bks),” Unes Law Review 6, no. 2 (2023), him 5856
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tanpa paksaan, serta tidak disertai harapan adanya balasan dari pihak

penerima.®®

2. Dasar Hukum Hibah Dalam UU dan Hukum Islam
Dasar Hukum Hibah Menurut UU Sebagai Berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666
menyatakan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian di mana
pemberi hibah, selama masih hidup, secara cuma-cuma dan tidak
dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada penerima
hibah untuk dimiliki dan diterima oleh pihak tersebut.®*

b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada
Pasal 27 menyebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat berakhir
karena dilepaskan, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan,
atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Salah satu bentuk pelepasan hak yang diakui secara hukum adalah
melalui hibah, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.®

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah pada Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa peralihan hak milik
atas tanah melalui hibah hanya dapat dicatatkan dalam pendaftaran
tanah apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.®

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 huruf d menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang

%3 Zakiyatul Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES,” Maliyah: Jurnal
Hukum Bisnis Islam 7, no. 2 (2017), him 5-12.

® Pasal 1666, “KUHP: Kitab UU Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek Voor
Indonesie),” 2007.

% pasal 27, “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”

® pasal 37 Ayat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hibah antar umat

Islam.®’

Dasar hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

tercantum dalam Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 diatur pada

Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 sebagai berikut:

a.

Pasal 210 mengatur bahwa seseorang yang telah berusia minimal 21
tahun, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan dapat
memberikan hibah maksimal sepertiga dari hartanya kepada orang
lain atau lembaga dengan disaksikan oleh dua orang saksi, serta
harta yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi.

Pasal 211 menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya
dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

Pasal 212 menegaskan bahwa hibah pada prinsipnya tidak dapat
ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak.

Pasal 213 mengatur bahwa hibah yang diberikan ketika penghibur
dalam keadaan sakit dan mendekati kematian harus memperoleh
persetujuan ahli waris.

Pasal 214 memperbolehkan warga negara Indonesia yang berada di
luar negeri membuat hibah melalui Konsulat atau Kedutaan RI,
selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam KHI juga ditegaskan bahwa hibah tidak boleh melebihi

sepertiga dari keseluruhan harta pemberi hibah. Apabila jumlahnya

melampaui batas tersebut, maka kelebihannya dapat dibatalkan melalui

pengadilan agama. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 342/K/AG/2000 yang menegaskan bahwa

%7 pasal 49 Huruf D, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”
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hibah yang melebihi batas sepertiga harta bertentangan dengan prinsip

hukum Islam, baik sebelum maupun setelah diberlakukannya KHI.%®

3. Kepemilikan Tanah Melalui Hibah
Hibah adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang berupa

pengalihan hak milik atas tanah dari pemberi kepada penerima tanpa adanya

imbalan, yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Dalam hukum

positif Indonesia maupun hukum Islam, hibah dipandang sebagai cara yang
sah untuk memperoleh kepemilikan tanah, meskipun terdapat perbedaan dari
sisi prosedural dan formil.

a. Kepemilikan Tanah Melalui Hibah Menurut Hukum Positif
Dalam hukum agraria nasional, hibah termasuk salah satu perbuatan

hukum yang sah untuk mengalinkan hak milik atas tanah. UUPA mengakui

hibah sebagai salah satu cara hapus dan peralihan hak milik, sepanjang
dilakukan sesuai ketentuan.

1) Akta Otentik: Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui hibah
harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).%®

2) Pendaftaran di BPN: Setelah dibuat, akta hibah wajib didaftarkan pada
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai syarat administrasi agar
peralihan hak dapat dicatat secara resmi dan penerima hibah memperoleh
sertifikat hak milik atas tanah tersebut.”

% Muhammad Rizky, Dan Syaddan, and Dintara Lubis, “Praktek Hibah Sebagai
Pengganti Warisan: Studi Didesa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten
Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Practice of Grant As a Replacement of Heritage: Study in
Pematang Panjang Village, Lima Puluh Pesisir Subdistri,” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 6
(2024), him 6-7.

% pasal 37 Ayat (1),“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”

" pasal 23 Ayat (1) Jo, “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”
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3) Kepastian Hukum: Tanah vyang dialihkan melalui hibah baru
memperoleh kepastian hukum apabila telah tercatat dalam buku tanah
dan diterbitkan sertifikat atas nama penerima hibah.

Dengan demikian, dalam hukum positif, hibah tanah sah apabila melalui

prosedur formal: akta PPAT + pendaftaran ke BPN. Jika hibah hanya

dituangkan dalam surat biasa tanpa pendaftaran, maka secara hukum tidak
memberikan perlindungan yang kuat meskipun diakui secara sosial.

b. Kepemilikan Tanah Melalui Hibah Menurut Hukum Islam
Dalam perspektif hukum Islam, hibah diartikan sebagai pemberian harta

atau benda dari seseorang kepada orang lain secara sukarela, tanpa adanya

imbalan, dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.

1) Dasar Syariah: Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda yang
dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang
lain yang masih hidup untuk dimiliki.™

2) Sah dengan ljab dan Qabul: Hibah dianggap sah apabila telah terjadi ijab
dari pemberi dan gabul dari penerima, meskipun tanpa akta tertulis.

3) Keikhlasan dan Kerelaan: Syarat sah hibah dalam Islam adalah adanya
kerelaan dari pemberi tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan.

4) Kepemilikan Langsung: Sejak hibah dilakukan, kepemilikan tanah
berpindah secara langsung kepada penerima hibah

c. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam
1) Dalam hukum positif, hibah sah jika dibuat dalam akta PPAT dan

didaftarkan di BPN. Tanpa itu, kepemilikan tidak terlindungi secara

hukum.

™ Seri Perundangan, “Kompilasi Hukum Islam,” Pustaka Widyatama, 2006, Pasal 171
Huruf g, him 80.
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2) Dalam hukum Islam, hibah sah dengan ijab gabul dan kerelaan kedua
belah pihak, meskipun tanpa akta tertulis. Akan tetapi, saksi

dianjurkan untuk menjaga kejelasan dan menghindari perselisihan.

4. Kriteria Hibah
a. Hibah dalam KUH Perdata (UU Positif Indonesia)

1) Definisi (Pasal 1666)
Hibah merupakan suatu perjanjian di mana pemberi hibah menyerahkan
suatu barang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan bersifat tidak
dapat ditarik kembali. Dengan demikian, hibah dilakukan atas dasar
kerelaan tanpa adanya imbalan dari penerima.

2) Objek Hibah (Pasal 1667)
Barang yang dapat dihibahkan hanya yang sudah ada saat atau ada
wujudnya ketika hibah dilakukan. Hibah atas barang yang belum ada
dianggap batal atau tidak sah.

3) Bentuk Hibah (Pasal 1682 & 1687)
Harus dibuat dalam akta notaris (akta autentik). Pengecualian: hibah
berupa benda bergerak kecil (misalnya perhiasan, uang tunai), cukup
dengan penyerahan nyata.

d. Penerima Hibah (Pasal 1682)
Dalam penerimaan hibah harus ada pihak penerima yang menyetujui
hibah tersebut. Tanpa adanya persetujuan, hibah tidak sah.

e. Larangan Hibah (Pasal 1676 & 1678)
Hibah tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris (legitieme portie).
Artinya, jika hibah melebihi batas yang mengurangi hak ahli waris sah,
hibah bisa dibatalkan.



f.

1)

2)

3)

4)
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Penarikan Kembali Hibah (Pasal 1688)
Pada prinsipnya hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali dalam keadaan
tertentu, misalnya: Penerima hibah berbuat kejahatan berat terhadap
pemberi hibah, dan tidak memenuhi syarat tertentu dalam hibah."

b. Hibah dalam Hukum Islam

Dalam Islam, hibah termasuk muamalah (transaksi sosial) yang
dianjurkan karena mempererat silaturahmi.
Kriterianya adalah:
Rukun Hibah (dalam KHI Pasal 210-211):
Pemberi hibah (al-wahib): harus berakal, baligh, merdeka, dan pemilik
sah harta. Pemberi hibah dapat berupa individu maupun suatu

lembaga/yayasan.

. Penerima hibah (al-mawhub lahu): jelas identitasnya (anak, kerabat,

atau orang lain).
Objek hibah (al-mawhub): barang atau harta yang halal, jelas wujudnya,

dan dimiliki penuh oleh pemberi.

. Akad hibah (ijab & gabul): ada ucapan memberi dan menerima.

Penyerahan (Qabdh)

Hibah tidak sah hanya dengan janji melainkan harus ada penyerahan
nyata barang tersebut kepada penerima.

Keadilan dalam Hibah kepada Anak (KHI Pasal 211):

Orang tua dianjurkan memberi hibah kepada anak dengan adil/sama
rata. Jika ada perbedaan, harus ada alasan syar’i (misalnya salah satu
anak lebih membutuhkan karena sakit atau cacat).

Larangan Menarik Kembali Hibah (KHI Pasal 212):

Secara umum, hibah tidak boleh ditarik kembali, dilakukan
pengecualiaan dikarekan ulama figh membolehkan orang tua menarik

72 “KUHP: Kitab UU Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).”
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hibah dari anaknya, tetapi lebih dianjurkan untuk tetap menepati janji
hibah.

5) Batas Hibah
Hibah tidak boleh dimaksudkan untuk merugikan ahli waris lain. Dalam
praktik peradilan agama, jika hibah melebihi 1/3 dari harta, dapat

dipermasalahkan oleh ahli waris.”

5. Tata Cara Dalam Pengalihan Harta Hibah
Pengalihan kepemilikan tanah merupakan proses pemindahan hak atas

tanah dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan berdasarkan

mekanisme hukum yang telah ditentukan. Dalam hukum positif Indonesia

maupun hukum Islam, tata cara pengalihan memiliki ketentuan masing-
masing.

a. Menurut hukum positif sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan
perundang-undangan terkait, setiap peralihan hak atas tanah seperti jual
beli, tukar-menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam
perusahaan wajib dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)."

b. Pendaftaran ke BPN setelah akta ditandatangani, PPAT wajib
mendaftarkan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat baru atas nama
pemilik yang baru.”

c. Dalam setiap proses peralihan hak atas tanah, para pihak diwajibkan
untuk melunasi kewajiban perpajakan terlebih dahulu, yaitu Pajak

73 Seri Perundangan, “Kompilasi Hukum Islam,” Pustaka widyatama, 2006.

" Pasal 37 Ayat (1), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun
1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.”

"> pasal 23 Avyat (1), “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,.”
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Penghasilan (PPh) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), sebelum dilakukan pendaftaran hak.”

d. Tanah yang dialihkan harus berada dalam keadaan tidak sengketa dan

tidak sedang dijadikan jaminan hak tanggungan, kecuali telah

memperoleh persetujuan dari pihak terkait, seperti bank sebagai kreditur

apabila tanah tersebut masih dijaminkan.

e. Menurut Hukum Islam

1)

2)

3)

4)

Dilakukan dengan ridha dan sukarela pengalihan kepemilikan tanah
harus didasari kerelaan pihak pemberi dan penerima, tanpa adanya
paksaan atau penipuan.

Pengalihan hak atas tanah menurut syariah dapat dilakukan melalui
beberapa cara yang sah, seperti jual beli yang memenuhi ketentuan,
hibah, warisan, maupun melalui konsep ihya’ al-mawat yaitu
menghidupkan tanah yang tidak dimanfaatkan.’’

Adanya ijab dan gabul dalam figih muamalah, pengalihan
kepemilikan harus diucapkan secara jelas (akad), baik secara lisan
maupun tertulis.

Disertai saksi atau bukti meskipun dalam figih hibah tidak wajib
dengan akta, namun keberadaan saksi dan bukti tertulis dianjurkan

untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

6. Pencabutan Atau Pembatalan Hibah

a.

Prinsip Umum dan pengecualiannya

Dalil dari hadis Nabi saw adalah:

’® «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan.”

" Admin, “Menghidupkan Tanah Mati Untuk Kesejahteraan Petani: Belajar Dari
Sejarah Nabi Muhammad SAW.”
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Artinya, "Sungguh Nabi saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang
memberikan hadiah atau hibah lalu menariknya kembali, kecuali
seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya.
Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti
anjing yang muntah setelah kenyang, lalu ia kembali memakan
muntahnya'." (Al-‘Imrani,V11/125).

Hadis ini menjelaskan bahwa meminta kembali pemberian
hibah tidak diizinkan menurut syariat, kecuali dalam situasi tertentu,
seperti pada hubungan orang tua dengan anaknya. Menurut mazhab
Syafi’i, setelah proses penyerahan dilakukan, hibah telah menjadi
hak sepenuhnya bagi penerima, sehingga usaha untuk menarik
kembali hibah dianggap melanggar norma dan hukum.”

Hibah Bersyarat
Jika hibah diberikan dengan syarat tertentu (misalnya untuk

tujuan ibadah atau nafkah), maka apabila syarat tersebut tidak terpenuhi,

pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya.

Perbandingan

a.

Hukum Positif (KUHPerdata): pada prinsipnya, hibah bersifat tidak
dapat ditarik kembali. Namun, dalam keadaan tertentu yang telah
diatur dalam Pasal 1688-1689 KUHPerdata, hibah dapat dibatalkan

atau ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

® Ahmad Maimun Nafis, “Bolehkah Menarik Kembali Pemberian Yang Sudah

Diberikan?

Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Nu  online, 2025,

https://islam.nu.or.id/syariah/bolehkah-menarik-kembali-pemberian-yang-sudah-diberikan-
pandangan-mazhab-syafii-dan-hanafi-gkrZC.
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b. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pada
dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang
diberikan oleh orang tua kepada anaknya, atau hibah bersyarat yang
syaratnya tidak terpenuhi.”

Menurut ketentuan tersebut, hibah pada dasarnya tidak dapat
ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada
anaknya. Dengan demikian, hanya dalam hubungan orang tua dan anak
terdapat pengecualian yang memungkinkan hibah ditarik kembali,
dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam pemberian hibah
kepada anak-anak."

7. Perbedaan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Hibah, Warisan, dan
Waqaf
Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara

yang diakui sah, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Tiga
di antaranya adalah hibah, warisan, dan wakaf. Meskipun sama-sama
merupakan cara pemindahan hak, ketiganya memiliki perbedaan
mendasar.
1) Hibah

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah merupakan suatu
perjanjian di mana pemberi hibah pada saat masih hidup menyerahkan
suatu benda secara cuma-cuma dan bersifat tidak dapat ditarik kembali
kepada penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Pada
prinsipnya, hibah dapat diterima oleh setiap orang maupun badan
hukum, kecuali pihak yang menurut ketentuan undang-undang
dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan
demikian, hibah dapat dipahami sebagai pemberian suatu benda tanpa

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk

" deannira pratisya Tumbelaka, “Tinjauan Hukum Surat Hibah Tanah Oleh Orang Tua
Kepada Anak Yang Di Buat Tanpa Adanya Akta PPAT Dan Akta Notaris,” Lex Crimen 12, no.
4 (2024), him 10.
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dimiliki. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain yaitu:

1.
2.

Pemberi hibah telah dewasa (minimal 21 tahun).
Memiliki kemampuan berpikir yang baik dalam membedakan
benar dan salah.
Objek hibah merupakan milik pemberi hibah.
Dilakukan di hadapan dua orang saksi.
Serta jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi sepertiga dari
total kekayaan.
Peralihan hak atas tanah melalui hibah tidak cukup hanya

dengan penyerahan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum yang

berlaku. Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

setiap peralihan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.

Peralihan hak atas tanah melalui hibah umumnya dilaksanakan melalui

beberapa tahapan sebagai berikut:

1.

Pemberi dan penerima hibah datang ke kantor PPAT untuk
melaksanakan proses peralihan hak atas tanah, termasuk
menyepakati hak dan kewajiban para pihak, biaya, serta
ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah tersebut.
Sertifikat tanah diserahkan kepada PPAT untuk dilakukan
pemeriksaan keabsahan di Kantor Pertanahan serta penilaian
terhadap objek tanah tersebut.

Setelah sertifikat dinyatakan tidak bermasalah, kemudian dibuat
akta hibah.

Akta hibah yang telah dibuat kemudian dibacakan oleh PPAT di
hadapan para pihak dan saksi, lalu ditandatangani oleh pihak-

pihak yang menyetujui isi akta tersebut.



10.

11.
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Setelah ditandatangani, akta hibah diberi nomor dan disahkan
olen PPAT, kemudian diajukan untuk didaftarkan ke Kantor
Pertanahan.

Berkas yang masuk akan melalui proses pemeriksaan terlebih
dahulu. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, berkas akan
dikembalikan untuk diperbaiki, sedangkan jika sudah lengkap
maka akan diterima untuk diproses lebih lanjut.

Berkas yang telah diperiksa kemudian diproses lebih lanjut
melalui tahap penginputan data, pemberian nomor berkas, serta
pembayaran biaya administrasi di Kantor Pertanahan atau bank.
Setelah pembayaran selesai, berkas diteruskan ke bagian buku
tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat.

Setelah itu dilakukan proses pembaruan data pemegang hak,
yaitu perubahan nama dari pemilik lama menjadi nama penerima
hibah.

Selanjutnya, berkas akan ditelaah kembali dan diparaf oleh
pejabat yang berwenang, kemudian ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pertanahan.

Apabila seluruh tahapan telah selesai dan telah diberikan nomor
penyelesaian, sertifikat atas nama pemilik baru dapat diambil
melalui loket penyerahan. Selain itu, hibah atas tanah pertanian
yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan, apabila penerima
hibah berdomisili di luar kecamatan lokasi tanah tersebut, maka
diperlukan izin perubahan penggunaan tanah. Ketentuan ini
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
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Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi,
Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penatagunaan.®

Dalam Pasal 171 huruf g Bab | Ketentuan Umum Kompilasi

Hukum Islam (KHI), hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda

yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada

orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, adapun dalam pelaksaan

hibah berlaku beberapa pesyaratan sebagai berikut:

a.

Penghibah minimal berusia 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa

paksaan.

. Harta hibah adalah hak milik penghibah.

Maksimal harta yang dihibahkan 1/3 bagian.

Harus dilakukan di hadapan 2 saksi.

Penarikan Hibah: Pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik
kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada
anaknya. Hibah tersebut juga dapat diperhitungkan sebagai
bagian dari warisan.

Khusus: Hibah yang dilakukan ketika pemberi berada dalam
kondisi sakit keras yang mendekati kematian harus memperoleh
persetujuan dari ahli waris. Selain itu, Warga Negara Indonesia
yang berada di luar negeri dapat membuat hibah di hadapan
Kedutaan atau Konsulat RI setempat.

Dalam Pasal 668 poin 9 Bab | Ketentuan Umum Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah diartikan sebagai penyerahan

hak milik atas suatu barang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan apa

pun. Adapun rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut:

a. Wahib (penghibah): sehat akal, dewasa (>18 tahun atau sudah

menikah), dan tanpa paksaan.

8 Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, and Novita Uktolseya, “Aspek Yuridis
Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah,” Jurnal llmu HUkum 2, no. 6 (2022), him 596-

597.
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b. Mauhub lah (penerima hibah): bisa anak mumayiz (cakap
bertindak) atau belum mumayiz yang didampingi oleh wali.

c. Mauhub bih (benda hibah): harus ada pada saat akad berlangsung
atau ada wujudnya, milik penghibah atau milik orang lain dengan
izin, dan jelas.

d. Igrar (pernyataan): dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, atau
tindakan.

e. Qabd (penyerahan): hibah sah jika sudah diserahkan/diterima.
Penarikan Hibah:

f. Boleh ditarik dalam kondisi tertentu (misalnya orang tua menarik
hibah kepada anak, atau sebelum diserahkan).

g. Tidak boleh ditarik bila sudah ada pemanfaatan, berpindah tangan,
rusak, atau menyangkut kerabat dekat/ pasangan.®

2) Warisan

Pewarisan merupakan proses peralihan hak milik atas suatu benda
dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang
berstatus sebagai ahli waris, baik berdasarkan kehendak pewaris maupun
melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, setelah pewaris
meninggal dunia, hak serta kewajiban yang berkaitan dengan harta
kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Sejalan dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997, ketentuan mengenai
kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur
dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

1. Peralihan hak dalam sistem pendaftaran tanah terjadi apabila
terdapat perubahan pada data fisik maupun data yuridis atas bidang
tanah yang telah terdaftar.

2. Setiap pemegang hak berkewajiban untuk melaporkan dan

mendaftarkan perubahan tersebut ke Kantor Pertanahan.

81 Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES.”, him 12-16



47

Peralihan hak milik atas harta peninggalan berlangsung secara
otomatis ketika pewaris meninggal dunia, sehingga sejak saat itu ahli waris
secara sah menjadi pemegang hak atas harta tersebut. Ketentuan ini
merupakan bagian dari hukum waris yang berlaku dalam masyarakat. Oleh
karena itu, hukum waris dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan dan
prinsip yang mengatur tata cara peralihan harta kekayaan, Termasuk pula
hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia
akan beralih kepada para ahli warisnya. Termasuk pula hak dan kewajiban
yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih kepada
para ahli warisnya.®® Proses teknisnya umumnya dimulai dengan
perhitungan fara'id untuk mengetahui hak masing-masing, diikuti
musyawarah keluarga yang bijaksana dan kekeluargaan, dan hasilnya
dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai sebagai bukti hukum.®®

3) Wakaf
1. Perspektif Hukum Islam terhadap Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak

Milik
Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah
sosial yang hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan), di mana
pahala dari amalan ini akan terus mengalir kepada wakif (pemberi wakaf)
bahkan setelah kematiannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi
Muhammad SAW yang menyatakan bahwa amal shaleh yang paling utama
adalah yang bermanfaat secara berkelanjutan. Benda wakaf, khususnya
tanah atau properti tidak bergerak, harus dijaga keutuhannya secara
permanen, dan yang boleh diambil hanyalah manfaat atau hasilnya

(manfa'at) untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid,

82 Wattilete, Latupono, and Novita Uktolseya, “Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas
Tanah Melalui Proses Hibah.”, him 595

8 Muhammad Agung ITham Affarudin and Darmawan Darmawan, “Implementasi Pasal
183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah
Mursalah),” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 2 (2021), him
389-414.



48

madrasah, pemakaman, atau fasilitas sosial lainnya yang selaras dengan
syariat.

Konsep wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an,
tetapi dasar hukumnya dapat ditelusuri dari ayat-ayat yang menganjurkan
infag, sedekah, dan pengeluaran harta untuk kebaikan umat, seperti dalam
QS. Al-Bagarah: 261 yang mengibaratkan sedekah seperti benih yang
tumbuh tujuh kali lipat, QS. Ali Imran: 92 yang menyatakan bahwa harta
tidak akan bermanfaat kecuali dikeluarkan untuk jalan Allah, serta QS. Al-
Hajj: 77 yang mendorong umat untuk menegakkan shalat dan infag.

Dengan demikian, wakaf mengikuti hukum sedekah yang sunnah,
dan tujuannya adalah pengabdian total kepada Allah SWT untuk mencari
ridha-Nya, sambil memastikan kemanfaatan bagi masyarakat. Keabsahan
wakaf secara syariat Islam memerlukan pemenuhan rukun-rukun dasar,
yaitu:

a. wakif (yang berakal, baligh, dan memiliki hak milik penuh atas
benda wakaf),

b. benda wakaf (yang halal, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan
secara langgeng tanpa rusak),

c. Maugquf 'Alaih (penerima manfaat, seperti lembaga umum atau
individu tertentu),

d. dan Nadzir (pengelola wakaf yang amanah dan kompeten).
Pendapat ulama mengenai perubahan status wakaf menunjukkan

variasi antar mazhab yaitu:

1) Mazhab Malikiyyah, mayoritas ulamanya melarang penjualan atau
pemindahan tanah wakaf secara mutlak, bahkan jika tanah tersebut
tidak produktif, karena khawatir membuka pintu penyalahgunaan.

2) Namun, sebagian ulama Malikiyyah seperti Ibn Qasim
memperbolehkan istibdal (penggantian) jika wakaf semula rusak

atau tidak bermanfaat, dengan menggantinya menggunakan tanah
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atau aset lain yang setara atau lebih baik, asal disetujui oleh
pengadilan syariah dan untuk kemaslahatan umat.

3) Mazhab Syafi'iyah, yang dominan di Indonesia, lebih ketat dan
cenderung melarang istibdal dalam segala kondisi, karena potensi
korupsi dan hilangnya aset wakaf;

4) ulama seperti Imam Syafi'i menekankan bahwa wakaf harus abadi
tanpa kompromi, kecuali untuk wakaf yang bersifat mu'aqgad
(tetap) dan hanya boleh diganti jika ada dalil kuat dari
kemaslahatan.

5) Sementara itu, mazhab Hanabilah memberikan ruang lebih fleksibel,
di mana istibdal diperbolehkan tanpa membedakan jenis benda
wakaf (bergerak atau tidak), asal mempertimbangkan kondisi
darurat seperti kerusakan parah atau kebutuhan mendesak, misalnya
menjual sebagian wakaf yang rusak untuk memperbaiki yang lain,
dengan persetujuan otoritas agama.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak
Milik
Di Indonesia, hukum positif mengatur wakaf melalui kerangka
perundang-undangan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan norma
negara, dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
sebagai landasan utama, yang menggantikan regulasi sebelumnya seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik. Secara tegas, perundang-undangan melarang peralihan atau
perubahan status benda wakaf, baik peruntukan maupun kepemilikan,
untuk menjaga sifat abadinya wakaf sebagai aset sosial. Pasal 225
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan melalui Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa benda wakaf tidak

boleh diubah atau digunakan selain yang dimaksud dalam ikrar wakafnya.
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Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mempertegas
larangan dengan menyatakan secara tegas bahwa harta benda wakaf yang
telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan utang, disita, dihibahkan,
dijual, diwariskan, ditukar, maupun dialihkan dalam bentuk apa pun.
Ketentuan pada huruf a sampai dengan e menegaskan larangan pengalihan
secara langsung. Namun demikian, pada huruf f terdapat pengecualian
terbatas, yaitu penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila ditujukan
untuk kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) wilayah, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
Prosedur penukaran memerlukan persetujuan dari Dewan Wakaf (sekarang
Badan Wakaf Indonesia/BW1), Menteri Agama, dan BPN, serta nilai tukar
harus setara atau lebih baik untuk menjaga aset wakaf.

Keabsahan wakaf secara umum dalam hukum positif juga
didasarkan pada empat syarat utama:

a. benda wakaf harus dapat diperjualbelikan di pasar (seperti tanah
yang memiliki nilai ekonomi) dan memungkinkan pemanfaatan
langgeng tanpa mengalami kerusakan permanen;

b. wakaf ditujukan untuk tujuan kebaikan yang selaras syariah, seperti
tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial
(Pasal 5 UU Wakaf);

c. benda wakaf diserahkan secara langsung kepada penerima manfaat
atau nadzir yang memiliki hak temalluk (kepemilikan efektif); dan

d. ikrar wakaf dilakukan tanpa syarat yang menggantungkan
pelaksanaannya pada masa depan.

Dalam konteks kasus penelitian, wakaf lisan di Serule Kayu
memenuhi syarat syariah dasar tetapi gagal pada aspek formal hukum
positif, sehingga peralihannya menjadi hak milik tidak sah dan dapat

dibatalkan melalui mekanisme hukum.
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Secara keseluruhan, perspektif hukum positif selaras dengan Hukum
Islam dalam melindungi aset wakaf, meskipun implementasinya sering
terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan di

tingkat lokal.®*

8 Suhartini, “Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif,” Resam Jurnal Hukum 4, no. 1 (2018), him 64-73.



BAB TIGA
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Lamabaro Skep, Kecamatan
Kuta Alam, Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis dan Gambaran Wilayah Desa Lambaro Skep
Desa Lambaro Skep merupakan salah satu desa yang berada di

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Secara historis, desa ini telah ada
sejak masuknya Islam di Nusantara, tepatnya di wilayah yang saat ini
dikenal sebagai Dusun Diwai Makam. Pada masa awal perkembangan
wilayah tersebut, terdapat sebuah perkampungan yang dikenal dengan nama
Jurong Kleng (Lorong Hitam). Penamaan Jurong Kleng berkaitan dengan
penduduk yang mendiami wilayah tersebut pada saat itu, yaitu masyarakat
pendatang yang berasal dari India dengan ciri fisik berkulit gelap.

Pada masa Kerajaan Islam Aceh, Desa Lambaro Skep termasuk
dalam wilayah Sagoe Sikureung. Selanjutnya, pada masa perang melawan
kolonial Belanda, desa ini dikenal dengan nama Lambaro—Lamkruet. Pada
masa tersebut, wilayah Desa Lambaro—Lamkruet pernah digunakan sebagai
tempat latihan menembak (skeep) oleh tentara Belanda, sehingga kemudian
dikenal dengan sebutan Lambaro Skep. Area lapangan tembak tersebut
membentang dari wilayah Asrama TNI PHB yang saat ini berada di Desa
Bandar Baru hingga pesisir pantai Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah
Kuala.

Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, di wilayah antara
Dusun Inti Jaya dan Dusun Suka Maju, tentara Belanda pernah membangun
gundukan tanah besar yang menyerupai bukit sebanyak sembilan gundukan.
Gundukan tersebut dibangun untuk menahan laju
peluru agar tidak mengenai masyarakat. Pada saat latihan menembak
berlangsung, sasaran tembak yang digunakan berupa patung-patung yang
ditempatkan di depan gundukan tersebut. Seluruh peralatan latihan

52
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menembak, termasuk patung-patung sasaran tembak, disimpan dalam
sebuah gudang yang terletak di Jalan Mujahiddin, yang saat ini berada di
kawasan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 45 Banda Aceh. Di sekitar lokasi
gudang tersebut juga terdapat sebuah sumur besar yang pada masa itu
dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi warga Desa Lambaro Skep
dan desa-desa sekitarnya.

Setelah Indonesia merdeka, gudang tersebut dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai fasilitas pendidikan dan dikenal dengan sebutan
“Sekolah Patung”. Selain itu, lokasi tersebut juga pernah digunakan sebagai
tempat ibadah, khususnya masjid untuk pelaksanaan shalat Jumat bagi
beberapa desa sekitar, seperti Desa Lambaro Skep, Desa Deah Raya, Desa
Lamdingin, dan Desa Lampulo.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, secara administratif Desa
Lambaro Skep pernah tergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
Kecamatan Ingin Jaya, Mukim Kayee Adang. Pada masa tersebut, batas
wilayah desa yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beurawe dan
Desa Lambhuk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jeulingke dan Desa
Tibang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Peunayong, serta sebelah
utara berbatasan dengan Desa Deah Raya. Namun, setelah diberlakukannya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1982 tentang perluasan Kota
Banda Aceh, Desa Lambaro Skep secara resmi menjadi bagian dari Kota
Madya Banda Aceh dan berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam,
Mukim Lam Kuta. Sejak perubahan tersebut, batas wilayah desa menjadi
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandar Baru, sebelah timur
berbatasan dengan Desa Jeulingke dan Desa Tibang, sebelah barat
berbatasan dengan Desa Lamdingin, serta sebelah utara berbatasan dengan
Desa Deah Raya.®

®Dijakses melalui situs: https://lambaroskep.gampong.id/halaman/sejarah-gampong,
pada tanggal 9 Februari 2026.
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2. Profil Masyarakat Dan Stuktur Pemerintahan Desa Lamabaro Skep
Berdasarkan gambaran wilayah dan batas administratif Desa

Lambaro Skep sebagaimana dijelaskan pada pembahsan sebelumnya,
selanjutnya bagian ini menguraikan profil masyarakat dan struktur
pemerintahan desa. Pembahasan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi
kependudukan serta karakteristik sosial masyarakat yang menjadi latar
dalam praktik hibah tanah di Desa Lambaro Skep.

Tabel 1. Data Kependudukan Desa Lambaro Skep

No Uraian Jumlah
1 | Jumlah Penduduk 6.293 Jiwa

2 | Laki-Laki 3.154 Jiwa

3 | Perempuan 3.139 Jiwa

4 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.800 KK

Sumber: Profil Desa Lambaro Skep (Data Kependudukan)
Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No Kelompok Usia Jumlah
1 | 0-4 Tahun 119 Jiwa

2 | 5-14 Tahun 1.430 Jiwa

3 | 15-29 Tahun 1.454 Jiwa

4 | 30-49 Tahun 2.208 Jiwa

5 | 50-69 Tahun 946 Jiwa

6 | 70 Tahun ke atas 136 Jiwa

Sumber: Profil Desa Lambaro Skep (Data Kependudukan)
Tabel 3. Tingkat Pendididkan Masyarakat Desa Lamabaro Skep

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Belum Sekolah/Tidak Sekolah 1.475 Jiwa

2 Tidak Tamat SD 515 Jiwa

3 | Tamat SD 945 Jiwa
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4 | Tamat SMP 499 Jiwa
5 | Tamat SMA 1.666 Jiwa
6 Sl 654 Jiwa
7 S2 85 Jiwa

8 S3 6 Jiwa

Sumber: Profil Desa Lambaro Skep (Data Kependudukan)

Tabel 4. Jenis Pekerjaan/Profesi Penduduk Desa Lambaro Skep

No Mata Pencarian Jumlah
1 Wiraswasta 726 Orang
2 PNS 300 Orang
3 POLRI 52 Orang
4 TNI 8 Orang

5 Pegawai Swasta 206 Orang
6 Buruh 114 Orang
7 Pedagang 44 Orang
8 Petani 21 Orang
9 Dokter 20 Orang
10 | Guru 26 Orang
11 | Dosen 20 Orang
12 | Karyawan BUMN 26 Orang
13 | Sopir 24 Orang
14 | Tukang Jahit 11 Orang
15 | Tukang Batu 26 Orang
16 | Perawat 14 Orang
17 | Pensiunan 53 Orang
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18 | Karyawan Honorer 46 Orang

Sumber: Profil Desa Lambaro Skep (Data Kependudukan)
Tabel 5. Agama Penduduk Desa Lambaro Skep

No Agama Jumlah
1 Islam 6.290 Jiwa
2 Kristen 4 Jiwa

Sumber: Profil Desa Lambaro Skep (Data Kependudukan).

Berdasarkan informasi yang ada pada tabel-tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa Desa Lambaro Skep memiliki populasi yang cukup
besar dan sebagian besar terdiri dari individu yang berada di usia produktif.
Situasi ini menandakan bahwa kegiatan sosial dan ekonomi di kalangan
warga berjalan dengan aktif, sehingga kebutuhan akan lahan dan proses
pengalihan hak atas tanah sering kali terjadi. Tingkat pendidikan serta jenis
pekerjaan masyarakat juga menggambarkan adanya variasi pemahaman
mengenai manajemen administrasi hukum pertanahan. Di samping itu,
mayoritas penduduk yang beragama Islam berperan dalam memengaruhi
cara hibah tanah yang lazim dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan
adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Untuk itu, pemahaman tentang
profil masyarakat dan struktur pemerintahan desa sangatlah penting untuk

memahami praktik hibah tanah yang berlangsung di Desa Lambaro Skep.®®

3. Gambaran Status Sertifikasi Tanah di Desa Lamabaro Skep
Status sertifikasi tanah di Desa Lambaro Skep merupakan aspek

yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini karena berkaitan dengan
keabsahan kepemilikan tanah, khususnya pada kasus sengketa tanah yang
terjadi melalui hibah. Sertifikat tanah merupakan alat bukti hak yang
memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum

bagi pemegang hak. Sebaliknya, tanah yang belum bersertifikat atau belum

8 pemerintahan desa lamabaro skep, profil desa lamabaro skep (banda aceh: kantor
desa lamabaro skep).
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terdata secara resmi berpotensi menimbulkan Kketidakjelasan status
kepemilikan, terutama apabila terjadi peralihan hak melalui hibah yang
tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Gambar 1. Peta status pertanahan desa lamabaro skep (tanah
bersertifikat, tidak bersertfikat, dan tidak terdata)

PETA INSTRIBUSI
FERTANANAN

tdunil aariypa. gl

Pkam ot Srwrieh
Pokwnes Srwted don b em
e eretas b S A §anh

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data BHUMI ATR/BPN
(bhumi.atrbpn.go.id), diakses pada 8 Februari 2026

Berdasarkan peta status pertanahan Desa Lambaro Skep yang
disusun oleh penulis dengan mengacu pada data BHUMI ATR/BPN,
wilayah desa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tanah
bersertifikat, tanah tidak bersertifikat, dan tanah tidak terdata.®” Peta
tersebut menunjukkan bahwa sekitar 70% bidang tanah telah bersertifikat,
sedangkan sekitar 10% bidang tanah belum bersertifikat dan sekitar 20%
bidang tanah tidak terdata. Data ini menggambarkan bahwa meskipun
sebagian besar bidang tanah telah terdaftar, masih terdapat sejumlah tanah

yang belum memiliki kepastian hukum secara administratif.

¥Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, BHUMI
ATR/BPN,https://bhumi.atrbpn.go.id/, di akses pada 10 februari 2026.
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Keberadaan bidang tanah yang belum bersertifikat maupun tidak
terdata dapat menjadi faktor penyebab timbulnya sengketa tanah, khususnya
sengketa yang berasal dari hibah. Hal ini dikarenakan hibah yang dilakukan
tanpa pembuatan akta otentik dan tanpa pendaftaran di BPN akan
menyulitkan pembuktian kepemilikan apabila terjadi perselisihan di
kemudian hari. Oleh sebab itu, peta status pertanahan ini digunakan sebagai
data pendukung untuk memperkuat analisis mengenai keabsahan

kepemilikan tanah sengketa melalui hibah di Desa Lambaro Skep.

Status Keabsahan Tanah Sengketa Melalui Hibah di Desa Lamabaro
Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Permasalahan pertanahan di Desa Lambaro Skep merupakan

persoalan yang kompleks karena sebagian bidang tanah yang dikuasai
masyarakat belum memiliki sertifikat hak milik. Dalam praktiknya,
masyarakat tetap melakukan penguasaan, pemanfaatan, bahkan peralihan
hak atas tanah melalui mekanisme hibah maupun jual beli secara kebiasaan
setempat. Namun demikian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan
kepastian hukum karena peralihan hak atas tanah yang tidak didukung
sertifikat atau dokumen otentik berpotensi memunculkan sengketa di
kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan
aparatur Desa Lambaro Skep dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN),
diketahui bahwa salah satu penyebab utama belum tersertifikatnya sebagian
tanah masyarakat adalah adanya sengketa berkepanjangan dan klaim pihak
tertentu terhadap tanah tersebut. Dalam kondisi demikian, masyarakat
hanya memegang dokumen administratif desa, seperti Surat Keterangan
Hibah, Surat Ganti Rugi, serta kwitansi jual beli, yang pada dasarnya
bersifat di bawah tangan. Akibatnya, meskipun masyarakat secara sosial

menganggap tanah tersebut sah dimiliki, namun secara yuridis formal
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belum terdapat bukti kepemilikan yang kuat sebagaimana yang diakui
dalam sistem hukum pertanahan nasional.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelola dan Hak
Atas Tanah, yang menegaskan bahwa sengketa, konflik, atau perkara
pertanahan merupakan kondisi yang dapat menyebabkan tertundanya proses
administrasi pertanahan, termasuk proses penerbitan sertifikat, sampai
diperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.® Dengan
demikian, apabila tanah masih berada dalam sengketa atau terdapat klaim
dari pihak lain, maka BPN pada prinsipnya dapat menunda proses
penerbitan sertifikat demi menghindari terbitnya sertifikat di atas objek

tanah yang bermasalah.

1. Faktor Penyebab Sebagian Tanah di Desa Lambaro Skep Belum
Bersertifikat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Desa Lambaro

Skep, diketahui bahwa sebagian tanah masyarakat belum dapat
diterbitkan sertifikat hak milik karena status tanah tersebut masih berada
dalam sengketa atau klaim pihak tertentu, terutama klaim dari pihak TNI.
Keuchik menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan sejarah
penguasaan tanah di wilayah Lambaro Skep yang telah berlangsung
sejak lama. Dalam  keterangannya, Keuchik menyampaikan bahwa
wilayah tersebut pada masa kolonial pernah digunakan sebagai lokasi
latihan tembak, sehingga setelah kemerdekaan muncul klaim bahwa
sebagian tanah tersebut merupakan aset peninggalan Belanda yang
kemudian dikuasai oleh TNI.

®Dijakses melalui situs: _https://id.scribd.com/document/646286971/Permen-ATR-
KBPN-N0-18-Tahun-2021-tentang-Tata-Cara-Penetapan-Hak-Pengelolaan-dan-Hak-Atas-
Tanah-1, pada tanggal 13 Februari 2026



https://id.scribd.com/document/646286971/Permen-ATR-KBPN-No-18-Tahun-2021-tentang-Tata-Cara-Penetapan-Hak-Pengelolaan-dan-Hak-Atas-Tanah-1
https://id.scribd.com/document/646286971/Permen-ATR-KBPN-No-18-Tahun-2021-tentang-Tata-Cara-Penetapan-Hak-Pengelolaan-dan-Hak-Atas-Tanah-1
https://id.scribd.com/document/646286971/Permen-ATR-KBPN-No-18-Tahun-2021-tentang-Tata-Cara-Penetapan-Hak-Pengelolaan-dan-Hak-Atas-Tanah-1
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Keuchik menjelaskan bahwa klaim tersebut menimbulkan
hambatan besar dalam penerbitan sertifikat tanah, karena BPN tidak
dapat menerbitkan sertifikat pada tanah yang status hukumnya masih
disengketakan. Masyarakat yang telah menempati tanah secara turun-
temurun akhirnya hanya memegang dokumen berupa Surat Keterangan
Hibah, Surat Ganti Rugi, maupun kwitansi jual beli sebagai bukti
administratif lokal. Dalam konteks ini, dokumen tersebut dipandang
cukup untuk pengakuan sosial, tetapi tidak memberikan kepastian hukum
secara formal.*

Selain itu, Sekretaris Desa Lambaro Skep menegaskan bahwa
sengketa tanah juga dipengaruhi oleh persoalan tumpang tindih bidang
tanah akibat sistem pengukuran lama yang belum menggunakan
koordinat secara akurat. Dalam beberapa kasus, muncul klaim bahwa
suatu bidang tanah berada di atas tanah pihak lain karena batas tanah
yang tidak jelas, sehingga menimbulkan sengketa baru walaupun tanah
tersebut telah memiliki sertifikat lama. Hal ini menunjukkan bahwa
sengketa tidak hanya terjadi pada tanah yang belum bersertifikat, tetapi
juga pada tanah bersertifikat akibat ketidaktepatan pemetaan di masa
lalu.®

Hasil wawancara dengan pihak BPN memperkuat kondisi
tersebut. BPN menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah
hanya dapat dilakukan apabila pemohon memenuhi seluruh persyaratan
administrasi dan tanah tersebut bebas dari sengketa. Apabila terdapat
sanggahan atau keberatan dari pihak lain, maka BPN memiliki

kewenangan untuk menunda atau menghentikan proses sertifikasi sampai

% Wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Desa Lamabaro Skep, Kecamatan
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Januari 2026

% Wawancara dengan Bapak Anwar, Sekdes Desa Lamabaro Skep, Kecamatan Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Januari 2026
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persoalan diselesaikan.”™ Hal ini sesuai dengan ketentuan pendaftaran
tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
pemegang hak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor utama belum
bersertifikatnya sebagian tanah di Desa Lambaro Skep adalah karena
adanya sengketa kepemilikan dan klaim pihak tertentu, khususnya TNI,
yang belum terselesaikan hingga saat ini, serta adanya ketidakjelasan
batas tanah akibat sistem pengukuran lama yang memicu tumpang tindih

bidang tanah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Hibah Tanah di Desa Lambaro Skep
Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik dan Sekretaris

Desa Lambaro Skep, diketahui bahwa mekanisme hibah tanah yang
berlaku di masyarakat pada umumnya dilakukan secara sederhana dan
lebih mengutamakan kebiasaan setempat. Dalam praktiknya, masyarakat
melakukan hibah tanah berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi
dan penerima, kemudian aparatur desa menerbitkan dokumen sebagai
bukti administratif berupa Surat Keterangan Hibah. Surat tersebut
bersifat di bawah tangan dan digunakan sebagai alat bukti sosial bahwa
telah terjadi peralihan tanah dari pihak pemberi kepada penerima.
Keuchik menjelaskan bahwa Surat Keterangan Hibah yang
diterbitkan oleh desa tidak dapat disamakan dengan akta hibah yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun demikian,
surat tersebut dianggap sebagai upaya administratif desa dalam
membantu masyarakat agar terdapat dokumen tertulis apabila terjadi
persoalan di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa
menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar

sebagai bentuk penguatan keterangan.

% \Wawancara dengan Saidus dan Ade Mulya, BPN Bagian Analisis Hukum
Pertanahan, pada tanggal 30 Januari 2026
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Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa sebelum Surat
Keterangan Hibah diterbitkan, aparatur desa melakukan langkah kehati-
hatian dengan meminta persetujuan pihak keluarga atau ahli waris. Hal
ini dilakukan untuk menghindari sengketa yang muncul akibat
pengalihan tanah tanpa sepengetahuan istri atau anak. Aparatur desa
berupaya memastikan bahwa peralihan tanah dilakukan secara sadar,
sukarela, dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan.®?

Namun demikian, Keuchik menegaskan bahwa desa tidak
mengeluarkan surat hibah atau surat peralihan apa pun terhadap tanah
yang diketahui berada dalam status sengketa atau klaim pihak tertentu.
Untuk tanah yang masih dalam klaim sengketa, aparatur desa hanya
memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut belum
dapat diproses lebih lanjut karena tidak dapat disertifikatkan.

Selain itu, praktik hibah di Desa Lambaro Skep sering kali
disertai unsur pembayaran atau ganti rugi. Meskipun disebut hibah,
dalam kenyataannya terdapat transaksi yang menyerupai jual beli.
Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan bentuk perbuatan hukum yang
dilakukan masyarakat, sebab hibah menurut hukum perdata pada
dasarnya merupakan pemberian tanpa imbalan. Dalam konteks ini,
mekanisme hibah tanah yang dilakukan masyarakat Lambaro Skep lebih
bersifat campuran antara hibah dan jual beli, yang kemudian diperkuat
dengan dokumen desa sebagai bukti administratif.

Mekanisme hibah tanah di Desa Lambaro Skep dilakukan melalui
penerbitan Surat Keterangan Hibah oleh aparatur desa sebagai bukti di
bawah tangan, disertai saksi-saksi dan persetujuan keluarga. Akan tetapi,
mekanisme tersebut belum memenuhi prosedur formal pertanahan karena
tidak dibuat melalui akta PPAT dan tidak didaftarkan ke BPN.

% Wawancara dengan Bapak Zamzami Dan Bapak Anwar, Keuchik Dan Sekdes Desa
Lamabaro Skep, Kecamatan Kota Banda Aceh.
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3. Gambaran Sengketa Tanah Hibah dan Faktor Penyebab Terjadinya
Perselisihan
Sengketa tanah hibah di Desa Lambaro Skep pada umumnya

muncul karena tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah
yang dialihkan melalui mekanisme hibah maupun jual beli yang tidak
disertai sertifikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik,
sengketa sering terjadi karena tanah telah berpindah tangan berkali-kali
dari generasi ke generasi, namun tidak didukung oleh bukti kepemilikan
yang kuat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit membuktikan riwayat
tanah secara jelas apabila muncul klaim dari pihak lain.

Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab
sengketa adalah konflik ahli waris. Sengketa muncul ketika suatu bidang
tanah dialihkan melalui hibah atau jual beli, namun ahli waris merasa
tidak pernah memberikan persetujuan. Dalam kondisi demikian, ahli
waris dapat mengklaim tanah tersebut sebagai milik keluarga, sehingga
menimbulkan perselisihan antara penerima hibah dengan pihak keluarga
pemberi.

Keuchik menegaskan bahwa persoalan sengketa semakin rumit
karena adanya klaim dari pihak TNI terhadap sebagian tanah yang
berada dalam wilayah Desa Lambaro Skep. Masyarakat merasa telah
menempati tanah secara turun-temurun, tetapi tidak dapat membuktikan
kepemilikan melalui sertifikat. Di sisi lain, pihak TNI juga mengklaim
tanah tersebut sebagai bagian dari aset yang dikuasai negara. Kondisi ini
membuat masyarakat berada dalam posisi yang lemah karena tidak
memiliki bukti hak yang kuat secara administratif.

Selain itu, sengketa juga dipicu oleh ketidakjelasan batas tanah
akibat sistem pengukuran lama. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa
dahulu pengukuran tanah belum menggunakan sistem koordinat yang
jelas, sehingga sering terjadi tumpang tindih bidang tanah. Akibatnya,
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beberapa orang dapat mengklaim lokasi tanah yang sama walaupun
memiliki dokumen berbeda.

Dalam praktiknya, hibah tanah yang disertai unsur jual beli juga
menjadi penyebab perselisihan. Keuchik menjelaskan bahwa meskipun
masyarakat menyebutnya hibah, namun terdapat pembayaran sehingga
perbuatan hukum tersebut tidak murni hibah. Hal ini menimbulkan
ketidakjelasan status peralihan tanah, sehingga mudah diperdebatkan
apabila suatu saat terjadi konflik.>

Dengan demikian, sengketa tanah hibah di Desa Lambaro Skep
terjadi karena lemahnya pembuktian formal akibat tidak adanya
sertifikat, konflik ahli waris, ketidakjelasan batas tanah, serta adanya
klaim pihak TNI yang menyebabkan sebagian tanah tidak dapat
disertifikatkan.

4. Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Sengketa melalui Hibah
Berdasarkan Hukum Positif
Dalam hukum positif Indonesia, keabsahan kepemilikan tanah

melalui hibah tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak
atau pengakuan masyarakat setempat. Hibah tanah merupakan salah satu
bentuk peralihan hak yang harus memenuhi prosedur hukum pertanahan
yang berlaku, yaitu dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta didaftarkan pada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan
sertifikat atas nama pemegang hak yang baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas
tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan

%Wawancara dengan Bapak Zamzami Dan Bapak Anwar, Keuchik Dan Sekdes Desa
Lamabaro Skep, Kecamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 13&19 Januari 2026
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akta PPAT.* Artinya, Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan
aparatur desa hanya dapat dianggap sebagai dokumen pendukung,
namun tidak dapat menjadi dasar utama pendaftaran tanah apabila tidak
dilengkapi dengan akta hibah PPAT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, dijelaskan
bahwa penerbitan sertifikat hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut
bebas dari sengketa dan persyaratan administrasi terpenuhi. Pihak BPN
juga menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak membedakan status
sosial pemohon, baik masyarakat biasa maupun aparat negara, sebab
prosedur sertifikasi tetap mengacu pada kelengkapan berkas dan
pembuktian yang sah.

Dalam hal terdapat tanah yang masih disengketakan atau masih
ada klaim dari pihak lain, BPN memiliki kewenangan untuk menunda
proses sertifikasi sampai adanya penyelesaian yang memberikan
kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam
pendaftaran tanah agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat
administrasi atau menimbulkan sengketa baru.*

Dalam konteks Desa Lambaro Skep, meskipun hibah tanah
dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta diperkuat dengan
Surat Keterangan Hibah dari aparatur desa, namun apabila tanah tersebut
masih dalam sengketa atau klaim pihak lain, maka hibah tersebut belum
dapat memberikan kepastian hukum secara sempurna. Kepastian hukum
baru dapat diperoleh apabila status tanah telah jelas, proses hibah
dilakukan melalui PPAT, serta dilakukan pendaftaran ke BPN sehingga

sertifikat dapat diterbitkan atas nama penerima hibah.

% «peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997)
Tentang Pendaftaran Tanah.”

%Wawancara dengan Saidus dan Ade Mulya, BPN Bagian Analisis Hukum Pertanahan,
pada tanggal 30 Januari 2026
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5. Dampak Hukum terhadap Tanah Hibah yang Tidak Bersertifikat
Tanah hibah yang tidak bersertifikat menimbulkan dampak

hukum yang besar bagi masyarakat. Sertifikat hak milik merupakan alat
bukti terkuat dalam pembuktian kepemilikan tanah. Dalam kondisi
sengketa, penerima hibah akan kesulitan membuktikan haknya karena
dokumen desa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan
sertifikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik, masyarakat
sering merasa khawatir apabila suatu saat tanah yang mereka tempati
digugat atau diambil kembali oleh pihak lain, terutama apabila sengketa
dengan TNI belum selesai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Dampak hukum lainnya adalah terbatasnya kemampuan
masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum terhadap tanah. Tanah
yang tidak bersertifikat sulit dijadikan jaminan kredit, sulit dijual secara
aman, jikapun dijual maka pembeli harus Ridho atau suka rela ketika
dikemudian hari terjadi perselisinan atau konflik, serta sulit dialihkan
kembali karena tidak adanya bukti hak yang kuat. Akibatnya, nilai
ekonomi tanah dapat menurun karena pembeli cenderung ragu untuk
melakukan transaksi pada tanah yang tidak memiliki sertifikat.®

Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa konflik pertanahan di
Desa Lambaro Skep pernah memicu ketegangan sosial yang mengarah
pada tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tanah
bukan sekadar masalah administrasi, tetapi juga dapat mengganggu
ketertiban masyarakat dan menciptakan keresahan sosial yang luas.
Dengan demikian, tanah hibah yang tidak bersertifikat menimbulkan

dampak hukum berupa lemahnya kepastian hak dan kesulitan

% Wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Desa Lamabaro Skep, Kecamatan
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Januari 2026
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pembuktian, serta dampak sosial berupa konflik keluarga, keresahan
masyarakat, dan potensi konflik sosial yang lebih besar apabila tidak
segera diselesaikan.

6. Peran Aparat Desa dan BPN dalam Mencegah Sengketa Hibah Tanah
Berdasarkan hasil wawancara, aparatur desa berperan dalam

membantu masyarakat membuat Surat Keterangan Hibah sebagai
dokumen administratif yang menunjukkan adanya pengalihan hak secara
sosial. Dalam penerbitannya, aparatur desa menghadirkan saksi-saksi
serta meminta persetujuan pihak keluarga agar tidak timbul konflik ahli
waris di kemudian hari. Namun demikian, aparatur desa memiliki
keterbatasan kewenangan karena Surat Keterangan Hibah yang
diterbitkan bersifat di bawah tangan dan tidak dapat menggantikan
sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum pertanahan
nasional. Aparatur desa juga tidak memiliki kewenangan untuk
menetapkan kepemilikan hak atas tanah apabila tanah tersebut masih
berada dalam sengketa atau klaim pihak tertentu.®’

Di sisi lain, BPN memiliki kewenangan yang lebih besar dalam
memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah dan penerbitan
sertifikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, proses
sertifikasi hanya dapat dilakukan apabila tanah tidak berada dalam status
sengketa serta seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Dalam
kondisi tanah masih bermasalah, BPN dapat menunda proses sertifikasi
demi mencegah terbitnya sertifikat yang cacat hukum.

Peran BPN dalam pencegahan sengketa juga diperkuat dengan
adanya Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur tata
cara penanganan sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan. Permen

ini memberikan dasar bahwa apabila terdapat kasus pertanahan, maka

% Wawancara dengan Bapak Zamzami Dan Bapak Anwar, Keuchik dan Sekdes Desa
Lamabaro Skep, Kecamatan Kota Banda Aceh
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BPN harus melakukan langkah penanganan terlebih dahulu sesuai
prosedur, termasuk verifikasi data, klarifikasi para pihak, serta proses
mediasi apabila diperlukan.

Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021,
penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui mediasi yang
difasilitasi oleh kantor pertanahan. Dengan demikian, apabila sengketa
tanah hibah di Desa Lambaro Skep terjadi antara masyarakat dengan
pihak lain, maka BPN dapat berperan sebagai fasilitator penyelesaian
konflik melalui jalur administratif sebelum sengketa tersebut dibawa ke
pengadilan.”® Dapat dipahami bahwa pencegahan sengketa hibah tanah
membutuhkan sinergi antara aparatur desa dan BPN. Aparatur desa
berperan dalam menciptakan tertib administrasi awal, sedangkan BPN
berperan dalam memastikan prosedur sertifikasi berjalan sesuai
ketentuan hukum dan penyelesaian kasus pertanahan dilakukan
berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

7. Hasil Penelitian Praktik Hibah Tanah Sengketa di Desa Lambaro Skep
Penelitian ini dilakukan terhadap 20 responden yang dipilih

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu responden yang
memiliki Kketerlibatan dan pengetahuan mengenai praktik hibah tanah
serta sengketa kepemilikan tanah di Desa Lambaro Skep Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pemilihan secara purposive bertujuan agar
data yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang memahami
kondisi yang diteliti.

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden berusia 30-45
tahun sebanyak 14 orang (70%), sedangkan 6 orang (30%) berusia di
atas 45 tahun. Dari segi status, 18 responden merupakan penerima hibah

dan 2 responden merupakan warga sekitar. Sebanyak 18 responden

%\Wawancara dengan Saidus dan Ade Mulya, BPN Bagian Analisis Hukum Pertanahan,
pada tanggal 30 Januari 2026
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menyatakan pernah terlibat langsung dalam hibah tanah. Hal ini
menunjukkan bahwa data penelitian diperoleh dari pihak yang relevan
dengan objek penelitian.

Dari aspek perolehan tanah, 16 responden (80%) memperoleh
tanah melalui jual beli dan 4 responden (20%) melalui hibah. Namun
seluruh responden menyatakan bahwa proses hibah dilakukan melalui
surat hibah desa yang dibuat oleh geuchik dan tidak melalui akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik
peralihan hak atas tanah di desa masih dilakukan secara administratif
desa dan belum mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam
hukum pertanahan.

Seluruh responden juga menyatakan bahwa dalam praktik hibah
tersebut terdapat pembayaran uang. Fakta ini menunjukkan bahwa
praktik yang disebut sebagai hibah di lapangan secara substansi lebih
menyerupai jual beli, karena hibah pada prinsipnya merupakan
pemberian tanpa imbalan. Adanya pembayaran berpotensi menimbulkan
persoalan keabsahan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Dari sisi legalitas formal, hanya 1 responden (5%) yang memiliki
sertifikat tanah, sedangkan 19 responden (95%) tidak memiliki sertifikat.
Sebanyak 15 responden (75%) menyatakan tanah belum pernah
didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan hanya 5
responden (25%) yang pernah melakukan pendaftaran. Bukti
kepemilikan yang dimiliki sebagian besar berupa surat hibah desa (14
responden) dan surat jual beli (6 responden). Kondisi ini menunjukkan
bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan dokumen
administratif desa yang kekuatan pembuktiannya lebih lemah
dibandingkan sertifikat hak atas tanah.

Dari aspek pemahaman hukum positif, 19 responden (95%)

mengetahui bahwa hibah tanah seharusnya dilakukan melalui PPAT dan
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menyatakan bahwa hibah tanpa PPAT tidak sah menurut hukum negara.
Namun demikian, 17 responden (85%) menyatakan bahwa sertifikat
tanah tidak penting untuk kepastian hukum. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kesadaran hukum dalam
praktik.

Dalam perspektif hukum Islam, seluruh responden menyatakan
bahwa hibah harus dilakukan tanpa imbalan. Sebanyak 18 responden
(90%) berpendapat bahwa hibah yang disertai. pembayaran tidak sah
menurut Islam. Akan tetapi, pada praktiknya seluruh responden
mengakui adanya pembayaran dalam hibah. Kondisi ini menunjukkan
adanya perbedaan antara pemahaman keagamaan dan praktik yang
berlangsung di masyarakat.

Seluruh responden menyatakan pernah terjadi sengketa tanah
hibah di lingkungan mereka. Penyebab utama sengketa adalah klaim dari
pihak lain (18 responden atau 90%), sedangkan 2 responden (10%)
menyebutkan tidak adanya sertifikat sebagai penyebab sengketa.
Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah desa
(65%), sebagian kecil melalui pengadilan (5%), dan terdapat sengketa
yang tidak diselesaikan secara tuntas (30%).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa
sengketa tanah hibah di Desa Lambaro Skep dipengaruhi oleh beberapa
faktor utama, yaitu tidak dilakukannya hibah melalui prosedur formal
sesuai hukum pertanahan, adanya pembayaran dalam praktik hibah yang
menyimpang dari konsep hibah, serta tidak didaftarkannya tanah untuk
memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat.
Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan inilah
yang menjadi salah satu penyebab utama timbulnya sengketa

kepemilikan tanah.
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C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UUPA Terhadap
Keabsahan Kepemilikan Tanah Sengketa melalui Hibah

1. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Kepemilikan
Tanah Sengketa melalui Hibah
a. Konsep Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah
Hibah dalam hukum ekonomi syariah merupakan akad tabarru’,

yaitu pemberian secara sukarela tanpa adanya imbalan. Dalam figh
muamalah, hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar
sah, yaitu adanya pemberi hibah (al-wahib), penerima hibah (al-mauhub
lahu), objek hibah (al-mauhub), serta ijab dan gabul. Objek hibah harus
merupakan milik sah dan sempurna dari pemberi, serta dapat diserahkan
secara nyata kepada penerima.*

Hibah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mempererat
hubungan sosial. Karena itu, unsur keikhlasan dan tanpa kompensasi
menjadi inti dari hibah. Jika terdapat imbalan, maka akad tersebut tidak
lagi murni hibah, melainkan dapat berubah karakter menjadi akad
mu’awadhah.'®

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan
bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk
dimiliki.*® Dengan demikian, unsur kepemilikan yang sah dan tanpa
imbalan menjadi dasar dalam menentukan keabsahan hibah menurut

hukum Islam di Indonesia.

% Aura Zahra Rizkillah Latif, et al., “Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam : Kajian
Teori Dan Praktik,” Jurnal IImu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025), him 423-424.

190 Atep Hendang Waluya, “Hibah Dengan Kompensasi Perspektif Fukaha Klasik,”
Jurnal Ekonomi Syariah 07, No. 02 (2025), HIm 206-207.

101 Tjara Jelita Andalusianti Roozan et al., “Analisis Yuridis Konsep Hibah Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam KHI ( Kompilasi Hukum Islam ),” Jurnal
Riset Rumpun Agama Dan Filsafat 4, no. 1 (2025), him 485.
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b. Praktik Hibah Tanah Sengketa di Desa Lambaro Skep
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 20 responden yang

seluruhnya merupakan warga dengan status tanah bersengketa,
ditemukan bahwa praktik hibah tanah dilakukan melalui surat hibah desa
tanpa akta PPAT dan tanpa pendaftaran resmi ke BPN. Mayoritas tanah
belum memiliki sertifikat sehingga kekuatan pembuktiannya masih
lemah.

Selain itu, seluruh responden menyatakan bahwa dalam praktik
hibah terdapat pembayaran sejumlah uang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa praktik hibah di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep
hibah tabarru’ dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam kajian figh muamalah, hibah yang disertai kompensasi
disebut hibah mu’awadhah dan secara substansi lebih dekat kepada jual
beli.%Jika akad tetap disebut hibah padahal terdapat pembayaran, maka
terjadi ketidaksesuaian antara istilah dan substansi transaksi. Kondisi
tanah yang belum bersertifikat serta adanya sengketa juga menunjukkan
bahwa kepemilikan belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Dalam
Islam, kejelasan objek menjadi hal yang penting agar tidak terjadi gharar

(ketidakpastian) yang dapat memicu konflik.'%®

c. Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Sengketa melalui Hibah
Untuk menilai keabsahan kepemilikan tanah melalui hibah dalam

perspektif hukum ekonomi syariah, dapat dianalisis melalui beberapa
aspek berikut:
1) Kejelasan Status Kepemilikan
Objek hibah harus merupakan milik sempurna (al-milk al-tam)
dari pemberi. Jika tanah masih dalam sengketa atau belum memiliki

bukti kepemilikan yang kuat, maka hibah tersebut berpotensi tidak

102 Ipid., him 206
103 Aura Rizkillah Lutfi, op.cit., him 421.
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sah karena tidak memenuhi syarat objek yang jelas.'® Data
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tanah belum bersertifikat
dan berada dalam kondisi klaim, sehingga keabsahannya dari sisi
syariah menjadi lemah.
Dalam konteks ini, perlu diperhatikan kaidah figh:
“SNwa Y3 D Y7
“yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh
saling membahayakan”.

Makna kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi tidak boleh
membawa Kkerugian bagi salah satu pihak. Apabila hibah dilakukan
atas tanah yang belum jelas status hukumnya dan kemudian
menimbulkan sengketa, maka praktik tersebut berpotensi
menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan prinsip
perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah.*®

2) Kesesuaian Bentuk dan Substansi Akad

Hibah pada prinsipnya adalah pemberian tanpa imbalan. Namun
dalam praktik di Lambaro Skep terdapat pembayaran dalam proses
hibah. Dalam figh, akad yang mengandung kompensasi lebih tepat
dikategorikan sebagai jual beli atau hibah mu’awadhah. Jika istilah
hibah tetap digunakan, maka terjadi ketidaktepatan klasifikasi akad
yang dapat memengaruhi keabsahan hukum dan perlindungan hak
para pihak.

3) Implikasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Berdasarkan analisis di atas, praktik hibah tanah sengketa di

Desa Lambaro Skep menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara

194 bid., him 424

195 Tchwan Ahnaz Alamudi et al., “Studi Qawaid Fighiyyah: Aspek Ibadat Dan
Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar,” Qonun Iqgtishad EI Madani Journal 4, no.
1 (2024), him 21-23.
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konsep normatif hibah dalam hukum ekonomi syariah dengan

praktik di lapangan.

a) Hibah atas tanah yang masih disengketakan belum memenuhi
syarat kepemilikan sempurna.

b) Adanya pembayaran menunjukkan bahwa akad lebih mendekati
jual beli daripada hibah murni.

c) Sengketa yang terus terjadi menunjukkan bahwa praktik tersebut
belum memenuhi prinsip perlindungan harta dan larangan
menimbulkan mudharat.

Dalam kasus ini, pemberi hibah tidak dapat dibuktikan sebagai
pemilik sah atas tanah yang dihibahkan, karena tanah tersebut masih
dalam status sengketa dan tidak memiliki bukti kepemilikan yang
jelas. Oleh karena itu, syarat pemberi hibah sebagai pemilik sah
tidak terpenuhi, sehingga hibah yang dilakukan menjadi tidak sah
menurut hukum ekonomi syariah.

Maka dari itu, sengketa tanah yang terjadi di Desa Lambaro Skep
menimbulkan implikasi ekonomi yang bersifat struktural. Meskipun
sengketa tidak melibatkan seluruh bidang tanah dan sebagian telah
memiliki sertifikat, keberadaan konflik di kawasan tersebut
berdampak secara kolektif terhadap persepsi nilai tanah di wilayah
itu. Dalam praktiknya, pasar tidak membedakan secara tegas antara
tanah yang bersengketa dan yang tidak, karena risiko hukum
dipandang melekat pada lingkungan yang sama.

Secara rasional, tanah yang terletak di wilayah perkotaan
semestinya memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi dan
mengalami peningkatan seiring perkembangan infrastruktur serta
pertumbuhan aktivitas ekonomi. Namun, kondisi sengketa yang
berlangsung menyebabkan potensi tersebut tidak berkembang

sebagaimana mestinya. Ketidakpastian  status  kepemilikan
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menimbulkan keraguan bagi calon pembeli, terutama dari luar
wilayah, karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan
timbulnya klaim atau sengketa di kemudian hari.

Akibatnya, tanah menjadi sulit diperjualbelikan dengan harga
yang mencerminkan nilai strategis lokasinya. Bahkan tanah yang
telah bersertifikat tetap terdampak oleh kondisi sosial-hukum di
sekitarnya. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan tidak
hanya berdampak pada aspek legalitas formal, tetapi juga
menurunkan daya tarik ekonomi kawasan secara keseluruhan.
Ketika rasa aman dalam bertransaksi tidak terbentuk, mekanisme
pasar tidak berjalan secara optimal dan masyarakat kehilangan
kesempatan untuk memaksimalkan nilai aset yang dimilikinya.

Maka dari itu implikasi sengketa tanah di Desa Lambaro Skep
tidak terbatas pada persoalan keabsahan hibah semata, melainkan
juga berpengaruh terhadap perkembangan nilai ekonomi tanah dan
terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
keabsahan kepemilikan tanah sengketa melalui hibah di Desa
Lambaro Skep belum dapat dinilai sepenuhnya sah apabila tidak
memenuhi prinsip kejelasan kepemilikan, kejelasan akad, serta
perlindungan terhadap kemudaratan. Selain itu, kondisi sengketa
yang berkelanjutan juga berdampak pada perkembangan nilai
ekonomi tanah dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar
yang lebih luas.

2. Perspektif UUPA Terhadap Keabsahan Kepemilikan Tanah Sengketa
melalui Hibah

Dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),

keabsahan kepemilikan tanah melalui hibah tidak hanya ditentukan oleh

adanya perbuatan hukum pemberian hibah antara para pihak, tetapi juga
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sangat bergantung pada terpenuhinya ketentuan hukum mengenai
pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, serta Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap hak atas tanah
wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak. Kegiatan pendaftaran tanah, baik secara
sporadik maupun sistematik, menghasilkan sertifikat sebagai surat tanda
bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis. Data fisik meliputi
letak, batas, dan luas tanah, sedangkan data yuridis mencakup status
hukum tanah, pemegang hak, serta beban-beban yang melekat pada tanah
tersebut. Dengan demikian, sertifikat memiliki peranan penting sebagai
alat bukti yang kuat dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah.

Dalam kaitannya dengan peralihan hak, hibah merupakan salah
satu bentuk perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas
tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Peralihan hak tersebut
harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebagai syarat formil, dan selanjutnya wajib didaftarkan
pada Kantor Pertanahan untuk dicatat dalam buku tanah serta dilakukan
perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat. Proses ini bertujuan
untuk menjamin tertib administrasi pertanahan serta memberikan
kepastian mengenai subjek dan objek hak atas tanah. Oleh karena itu,
keabsahan kepemilikan tanah melalui hibah dalam perspektif UUPA
sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil tersebut.

Lebih lanjut, dalam konteks tanah sengketa, keberadaan sertifikat
menjadi sangat penting karena memberikan kekuatan pembuktian yang
lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya. Pemegang sertifikat dianggap
sebagai pemegang hak yang sah sepanjang tidak dapat dibuktikan
sebaliknya. Hal ini sejalan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

yang menggunakan sistem negatif bertendensi positif, di mana data yang
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tercantum dalam sertifikat dianggap benar sampai ada pembuktian
sebaliknya di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa atas
tanah yang diperoleh melalui hibah, pihak yang telah mendaftarkan
peralihan haknya dan memiliki sertifikat akan memiliki posisi hukum
yang lebih kuat dibandingkan pihak yang tidak melakukan pendaftaran.
Sebaliknya, apabila hibah dilakukan tanpa memenuhi ketentuan
formil, seperti tidak dibuatnya akta hibah oleh PPAT dan tidak
didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka peralihan hak tersebut tidak
memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kondisi ini menyebabkan
kepemilikan tanah menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan rentan
menimbulkan sengketa di kemudian hari. Bahkan, dalam hal tanah yang
dihibahkan masih berada dalam status sengketa atau bukan merupakan
hak milik sah dari pemberi hibah, maka berdasarkan asas nemo plus
yuris, seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi dari yang
dimilikinya. Dengan demikian, hibah atas tanah yang tidak jelas status
hukumnya atau masih disengketakan dapat dinyatakan tidak sah atau
batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif UUPA, keabsahan
kepemilikan tanah melalui hibah sangat bergantung pada terpenuhinya
aspek legalitas formal, kekuatan pembuktian melalui sertifikat, serta
kejelasan status hukum tanah yang menjadi objek hibah, sehingga dapat
memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mencegah

terjadinya sengketa pertanahan.'®

106 5ywahyuwono, Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Jurnal Lex Privatum, Vol VI, No. 3, 2018, hal
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepemilikan tanah sengketa melalui hibah di Desa Lambaro Skep
terjadi dalam kondisi adanya sengketa tanah antara masyarakat dengan
pihak TNI yang mengklaim kepemilikan atas sebagian wilayah tersebut.
Dalam upaya mempertahankan penguasaan tanah, masyarakat
melakukan pengalihan kepemilikan antarwarga melalui hibah yang
dibuktikan dengan surat keterangan hibah yang dibuat oleh aparat desa
(Geuchik). Tanah yang sebelumnya diperoleh melalui transaksi antar
masyarakat kemudian dialihkan dengan mekanisme hibah agar
kepemilikannya dapat diakui dalam lingkungan masyarakat. Namun,
hibah tersebut hanya dibuat dalam bentuk surat keterangan desa tanpa
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak didaftarkan pada
Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Keabsahan kepemilikan tanah melalui hibah jika ditinjau dari hukum
positif dan hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya kelemahan dari
segi legalitas formal. Menurut hukum positif, berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengalihan hak atas tanah
melalui hibah harus dibuat dengan akta oleh PPAT dan didaftarkan pada
BPN agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Karena hibah yang
dilakukan olen masyarakat Desa Lambaro Skep tidak memenuhi
prosedur tersebut, maka secara hukum formal keabsahannya belum

memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sehingga kepemilikan yang
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3. sempurna (kepastian dan perlindungan hukum atas hak tersebut) belum
terpenuhi. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah,

4. hibah pada dasarnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah, yaitu
adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, serta ijab dan kabul
yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan. Namun dalam praktiknya,
pengalihan tanah yang disebut sebagai hibah di Desa Lambaro Skep
masih terdapat unsur pembayaran sehingga tidak sepenuhnya sesuai
dengan konsep hibah dalam hukum Islam dan lebih mendekati praktik
jual beli.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Lambaro Skep sebaiknya lebih memahami perbedaan
antara hibah dan jual beli. Dalam praktiknya masih ada hibah yang
disertai dengan pembayaran, padahal hibah seharusnya dilakukan secara
sukarela tanpa imbalan. masyarakat juga perlu menyadari bahwa surat
hibah dari desa belum cukup kuat secara hukum jika tidak dibuat melalui
PPAT dan tidak didaftarkan, sehingga penting untuk menempuh
prosedur yang resmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2. Aparatur desa diharapkan tidak hanya mengeluarkan surat hibah, tetapi
juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya
legalitas tanah secara formal sebagai langkah pencegahan agar konflik
serupa tidak terulang kembali.

3. Pemerintah dan instansi pertanahan sebaiknya lebih aktif melakukan
sosialisasi serta membantu proses sertifikasi tanah bagi masyarakat yang
belum memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Dengan adanya
kepastian hukum, masyarakat akan merasa lebih aman dan risiko

sengketa dapat dikurangi.
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi . Analisis Keabsahan Tanah Sengketa

Melalui Hibah (Studi Kasus Di Desa Lambaro Skep,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara :09.00 s.d Selesai
Hari/Tanggal : - Selasa/ 13 Januari 2026

- Rabu/ 21 Januari 2026

Narasumber : Geuchik dan Sekdes Desa Lambaro Skep

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk Geuchik (Kepala Desa)

Bagaimana praktik pengalihan kepemilikan tanah melalui hibah yang
terjadi di Desa Lambaro Skep?

Bagaimana cara aparatur desa mengetahui atau memastikan status
kepemilikan tanah yang dihibahkan, terutama jika tanah tersebut belum
memiliki sertifikat?

Apakah dalam praktiknya pernah ditemukan hibah tanah yang
sebenarnya mengandung unsur jual beli di dalamnya? Jika ada,
bagaimana aparat desa menyikapi hal tersebut?

Menurut Bapak, apakah Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh
aparatur desa sudah cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah
di masyarakat?

Apa implikasi hukum dan sosial yang dapat timbul apabila tanah hibah

yang belum bersertifikat dibiarkan dalam jangka waktu yang lama?



Menurut Bapak, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh aparatur
desa dan pihak terkait untuk meminimalkan potensi sengketa tanah di

kemudian hari?

2. Pertanyaan untuk Sekretaris Desa

Mengapa sebagian tanah di Desa Lambaro Skep masih belum memiliki
sertifikat hak milik?

Bagaimana sejarah atau asal-usul munculnya sengketa tanah di Desa
Lambaro Skep?

Apakah Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh aparatur desa
merupakan inisiatif dari pihak desa atau berdasarkan permintaan
masyarakat?

Dalam praktiknya, apakah masyarakat telah memahami prosedur
peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku?

Bagaimana peran aparatur desa dalam membantu masyarakat yang ingin

mengurus legalitas atau sertifikasi tanah mereka?

Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Tanah Sengketa

Melalui Hibah (Studi Kasus Di Desa Lambaro Skep,

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 14.00 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Jum’at/ 30 Januari 2026
Narasumber : Saidus dan Ade Mulya, BPN Bagian Hukum
Pertahanan

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk BPN



Apa alasan utama permohonan pembuatan sertifikat tanah dapat ditolak
atau ditunda oleh BPN, khususnya pada tanah yang berasal dari hibah?
Sejauh mana kewenangan BPN dalam menunda atau menghentikan
proses penerbitan sertifikat apabila tanah tersebut masih dalam status
sengketa?

Bagaimana pandangan BPN terhadap Surat Keterangan Hibah yang
dikeluarkan oleh aparatur desa sebagai dasar kepemilikan tanah?

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar tanah
hibah dapat didaftarkan dan memperoleh sertifikat secara sah menurut
ketentuan yang berlaku?

Apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila tanah yang
mereka miliki masih berstatus sengketa namun ingin mengurus

sertifikat?



Gambar 2. Wawancara dengan sekretaris Desa Lambaro Skep



Gambar 3. Wawancara dengan BPN Bagian Analisis Hukum Pertanahan
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Gambar 4. Wawancara dengan Responden Penelitian (Masyarakat Desa
Lambaro Skep)




